
1 

 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 



2 

 

KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029 

merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah 

dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan 

bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Renstra  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen 

perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Renstra akan memuat tujuan, 

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi 

tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Penyusunan dokumen Renstra 

dilakukan melalui koordinasi antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  dengan BAPPEDA 

dan pemangku kepentingan terkait. 

Penyusunan dokumen  Renstra  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029 

dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian 

substansi Renstra  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan  Rencana Strategis ini.Semoga dokumen  Rencana Strategis ini dapat menjadi 

instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya 

layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik. 

Jember,   September 2025          

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

Kabupaten Jember 

 

 

LINGGA DIPUTRA, S.Sos 

Pembina  

NIP. 19751202 199901 1001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 

272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, 

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan 

Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.  

Renstra  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 

merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD 

Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa 

Dan Politik Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi 

untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.  

Renstra  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menjadi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. 

Renstra  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan 

mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.Selain itu, 

Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi 

mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. 

Renstra  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berkontribusi dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan Kabupaten Jember. 

Dalam menyusun Renstra  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terdapat beberapa 

proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, 

penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra 

Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra 

memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra 
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K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara 

Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, 

dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang 

Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, 

Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember. 

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029 dilakukan  sebagai 

bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Badan 

Kesatuan Bangsa Dan Politik harus menyesuaikan nomenklatur indikator sub.kegiatan selaras 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021   tersebut 

memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya 

yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan 

indikator subkegiatan berdasarkan  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  

1.2 Dasar Hukum Penyusunan  

Penyusunan  Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 

2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 



8 

 

Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 137); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

87); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu 

nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan  Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87); 

6. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan  

Pertanggungjawaban Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ; 

9. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
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terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022  Nomor 4); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

136); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
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18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2025 Nomor 19);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara  Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi  

Pemerintahan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember 

Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1); 
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27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3  Tahun 2025 tentang Rencana Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D) 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5). 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035; 

32. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Jember. 

33. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember 

Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Penyusunan  Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi 

Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya  Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember 

Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan 
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dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah Kabupaten; 

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun 

yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD 

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. 

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember; 

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan 

cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah 

kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan; 

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan 

memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.  

7. Menyesuaikan  pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. 

Adapun tujuan penyusunan  Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 

2025-2029 antara lain:  

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu 

untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan 

mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas 

pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember; 

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah; 

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah 

untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai 

dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana 

Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah 

tahunan dalam kurun waktu lima tahun. 
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1.4 Sistematika Penulisan  

 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB  I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah. 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB  II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB  III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis 

perangkat daerah. 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN  

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah 

Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya. 

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah 
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Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang. 

 

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.   

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten 

Jember. 

BAB VIII. PENUTUP 

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen 

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa 

Dan Politik 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Jember, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

Kesatuan Bangsa Dan Politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember meyelenggarakan fungsi:  

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan 

politik. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan mempunyai tugas 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

ketentuan peraturan perundang undangan  dan menyelenggarakan  fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan 

bangsa dan politik; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

d. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; 

e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; 

f. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan 

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, 

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar 

suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan 

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional 
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dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

g. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan 

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, 

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan 

antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi 

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan 

konflik sosial di wilayah kabupaten  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 

demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan 

kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, 

fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

i.  pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, 

Karakter Bangsa, Penyelenggaraan Politik Dalam negeri, kehidupan demokrasi, 

ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan 

nasional dan penanganan konflik; 

Susunan Organisasi Badan Kesatuan bangsa dan Politik  Kabupaten Jember 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Jember adalah sebagai berikut : 

1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  terdiri dari : 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, terdiri atas  

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan  

2. Kelompok Jabatan Fungsional 

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas kelompok 

Jabatan Fungsional 

d. Bidang Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional 
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e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional 

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan  Konflik terdiri atas kelompok 

Jabatan Fungsional 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 

3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 

4) Sub. bagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

5) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan 

keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan  di lingkungan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

pasal 4 ayat 1 mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasiumum, 

kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan; 

b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, 

perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan; 

c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, 

perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan; 

d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang 

menjadi tanggungjawab Badan; dan 

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

f.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai  berikut : 
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a. Menyiapkan administrasi surat meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian 

surat; 

b. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan; 

c. Menyiapkan bahan penyelnggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-

tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan 

lainnya; 

d. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi; 

e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan; 

f. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang; 

g. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan 

pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor; 

h. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik 

daerah; 

i. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan 

tata usaha kepegawaian lainnya; 

j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di 

unit kerja; 

k. pemantauan dan evaluasi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan  

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa   bertugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta  melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh kepala badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku., 

dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, 

karakter bangsa, pasukan pengibar bendera pusaka,  pembauran, bhinneka tunggal ika 

dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, 

karakter bangsa, pasukan pengibar bendera pusaka, pembauran kebangsaan, bhinneka 

tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; 
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c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaaan, bela negara karakter 

bangsa, pasukan pengibar bendera pusaka, pembauran kebangsaan, bhinneka tungga ika 

dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; 

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaaan, bela negara karakter 

bangsa, pasukan pengibar bendera pusaka, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika 

dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; 

e. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran 

Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua 

Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara; 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pasukan pengibar bendera pusaka, pembauran 

kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; 

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten dibidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 

politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah dan pemantauan situasi politik, serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 

politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di 

wilayah kabupaten. 

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 

partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik 

di wilayah kabupaten. 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten. 
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d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten. 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi 

politik di wilayah kabupaten;  

f. Penyusunan  laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan. 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan 

mempunyai melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten di 

bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran, evaluasi,  

pengawasan dan pemberdayaan ormas dan ormas asing serta melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat bergama dan penghayat 

kepercayaan, pendaftaran, evaluasi,  pengawasan dan pemberdayaan ormas dan ormas 

asing di wilayah kabupaten; 

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan 

penghayat kepercayaan, pendaftaran, evaluasi,  pengawasan dan pemberdayaan ormas 

dan ormas asing di wilayah kabupaten; 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan 

penghayat kepercayaan, pendaftaran, evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan ormas dan 

ormas asing di wilayahkabupaten; 

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
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penghayat kepercayaan, pendaftaran, evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan ormas dan 

ormas asing di wilayah kabupaten; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat bergama dan penghayat 

kepercayaan, pendaftaran, evaluasi,  pengawasan dan pemberdayaan ormas dan ormas 

asing di wilayah kabupaten;  

f. Penyusunan  laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten di bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

lembaga asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan di wilayah kabupaten serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

kepala badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan 

orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten; 

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten; 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan 

orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten; 

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan 

orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wil kabupaten;  

f. Penyusunan  laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 
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g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Kelompok Jabatan Fungsional : 

1). Mempunyai tugas melaksanakan memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

2)    Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan 

bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan bidang 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3)    Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari 

atas analisis jabatan dan beban kerja. 

4)    Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.  

 

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

2.1.2 Sumber Daya  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Jember sesuai struktur organisasi terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) 

dan No-ASN. Adapun Sumber Daya Manusia ASN yang dimiliki oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebanyak 33 orang, yang terdiri dari :  
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Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon 

 

No. Eselon Jumlah 

1. Eselon 2 1 orang 

2. Eselon 3a 1 orang 

3. Eselon 3b 4 orang 

4.  Eselon 4a 1 orang 

Jumlah 7 orang 

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terdapat 1 

Eselon II, 1 Eselon III/a, 4 Eselon III/b, 1 Eselon IV/a. 

 Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

sebanyak 32 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat 

pada rincian dibawah ini: 

Tabel 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan Kelompok Jabatan 

No. Eselon Jumlah  Keterangan 

1. Eselon 2 1 Kepala Badan 

2. Eselon 3a 1 Sekretaris Badan 

3. Eselon 3b 4 Kepala Bidang 

4. Eselon 4a 1 Kasubag Umum dan Kepegawaian 

5. Fungsional tertentu 1 Analis Kebijakan Ahli Muda 

  1 Pranata Komputer Ahli Pertama 

6. Fungsional 

Umum/Pelaksana 

2 Penelaah Teknis Kebijakan 

  8 Pengadministrasi Perkantoran 

7. PPPK (SMA) 4 Pengadministrasi Perkantoran 

8. PPPK (SD) 1 Pengelola Umum Operasional 
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9. Non ASN PNS (R3 dan 

R4) 

8 Pengadministrasi 

 Jumlah 32  

 

Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember merupakan 

unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik per tanggal 2 

Juni 2025 sebanyak 32 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 7 orang, Fungsional 

tertentu sebanyak 3 orang, Fungsional Umum sebanyak 2 orang, Pelaksana sebanyak 8 orang, 

PPPK sebanyak 5 orang, Non ASN sebanyak 8 orang. 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

sebanyak 32 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat 

pada rincian dibawah ini: 

1. Sarjana S-2 : 4 

2. Sarjana S-1 : 15 

3. SLTA : 13 

4. SLTP : 1 

5. SD  : 1 

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan 

baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendudkung guna kelancaran 

pelaksanaan kegiatan dimasing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat. 

Adapun sarana dan prasarana  (asset tetap) yang diadministrasikan oleh Pengurus 

Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut : 

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember 

No. KIB Jenis Aset Tetap 
Bidang/ 

Unit/Paket 

Satua

n 
m2 Nilai(Rp) 

1 KIB. A Tanah Unit 1 880  Rp       100.000.000,00  

2 KIB. B Peralatan dan 

Mesin 

Unit 583 -  Rp   2.645.299.507,00  

3 KIB. C Gedung dan 

Bangunan 

Unit 2 -  Rp   2.676.092.370,00  

4 KIB. D Jalan Irigasi dan 

Jaringan 

- - -  -  
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5 KIB. E Aset Tetap 

Lainnya 

Unit 9 -  Rp           7.776.000,00  

Jumlah Nilai Aset Tetap Unit 595 880  Rp   5.429.167.877,00  

 

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasasi Badan Pengelolaan Kesatuan Bangsa dan 

Politik  Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp 5.181.342.882,-  (Lima Milyar 

Empatratus Dua  Puluh Sembilan  Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh 

Tujuh Rupiah). Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi. 

 

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan  Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur 

dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik 

Kabupaten Jember, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menentukan arah 

kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan 

Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun 

capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan 

Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember 

No. 
Indikator Kinerja ( 

Tujuan, Sasaran) 

Target 

NSPK 
IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah 

Tahun Ke- 
Realisasi Capaian Tahun Ke- 

Rasio Capaian Tahun Ke- 

(Persentase) 

2022 2023 2024 2025  2022 2023)  (2024) (2025)  (2022) (2023)  (2024) 
(202

5) 
 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8)   (11) (12) (13)   (16) (17) (18)   

1.  Persentase 

indicator program 

yang tercapai 

   

100

% 

97,73

% 
100%   

100

% 
100% 

100

% 
  

100

% 

100

% 

100

% 
  

2.  Persentase konflik 

social daerah 

(konflik yang 

tertangani) 

   

100

% 
100% 100%   

100

% 
100% 

100

% 
  

100

% 

100

% 

100

% 
  

 

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik dengan semua indikator kinerja menunjukkan hasil antara target dan raelisasi rata-rata 

rasio pencapaiannya 100 % dan bisa dikatakan sangat baik. Hal ini menunjukkkan tidak 
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adanya gap antara perencanaan dengan realisasi kinerja. Pelaksanaan kinerja pelayanan yang 

optimal ini juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat 

dilihat pada Tabel T-C.24 berikut : 
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Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember 

Uraian 

Program *)  

Anggaran Pada Tahun- Realisasi  Anggaran Pada Tahun- 
Rasio Antara Realisasi Dan Anggararan  

Tahun- 
Rata-Rata Pertumbuhan 

(2022) (2023)  (2024) (2025) (2026) (2022) (2023)  (2024) (2025) (2026) (2022) (2023)  (2024) (2025) (2026) Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran  

3.894.

502.46

7 

5.100.

140.84

1 

4.99.2

16.88

5  

6.472.

591.1

43,00 

 3.843.

166.9

72 

4.410.

401.3

76 

105.1

14.44

7.916 

1.446.

207.4

67 

 98,68

% 

86,81

% 

92,77

% 

22,34

% 

 0,19% 27 

Program 

Penguatan 

Ideologi 

Pancasila 

dan 

Karakter 

Kebangsaan 

503.76

3.290 

1.714.

894.50

0 

1.683.

370.8

00 

9.288.

710.6

00,00 

 494.2

46.00

0 

1.608.

041.2

50 

1.569.

867.9

00 

138.2

29.50

0 

 98,11

% 

93,77 93,26

% 

3,52  2,30% 34 

Program 

Peningkatan 

Peran Partai 

Politik dan 

Lembaga  
Pendidikan 

Melalui 

Pendidikan  

Politik  Dan  

Pengembang

an  Etika 

Serta 

Budaya 

Politik 

3.177.

392.80

0 

65.535

.486.6

47 

91.18

3.809.

853 

6.911.

290.9

00,00 

 3.157.

842.5

00 

65.27

3.535.

947 

87.31

4.499.

200 

0  99,38

% 

99,60 95,76

% 

0  6,36% 35 

Program  

Pemberdaya

an Dan 

Pengawasan 

Organisasi 

67.586

.900 

8.000.

000 

89.74

1.700 

47.86

0.900,

00 

 62.06

1.000 

0 47.86

0.900,

00 

0  91,82

% 

0 0 0  2,96%  
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Kemasyarak

atan 

Program  

Pembinaan 

Dan 

Pengembang

an 

Ketahanan 

Ekonomi, 

Sosial, Dan 

Budaya 

92.462

.700 

437.01

0.500 

568.2

86.10

0 

2.277.

499.8

00,00 

 92.46

0.900 

389.2

68.92

5 

471.2

55.25

0 

39.60

0.000 

 100% 89,08

% 

82,93

% 

3,75  2,34% 38 

Program  

Peningkatan 

Kewaspadaa

n Nasional 

Dan 

Peningkatan 

Kualitas 

Dan 

Fasilitasi 

Penanganan 

Konflik 

Sosial   

269.58

0.300 

1.205.

778.60

0 

14.78

1.286.

400 

4.900.

411.0

00,00 

 266.4

74.70

0 

636.7

43.80

0 

11.39

6.912.

500 

10.33

8.000 

 98,85

% 

52,81

% 

77,10

% 

0,18  4,69% 33 
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Pada  tabel   diatas ada beberapa program yang selalu dilaksanakan di 5 tahun 

sebelumnya, dan dari tabel tersebut  dapat dikatakan baik yaitu pada program-program antara 

target  dan realisasi rata-rata  rasio pencapaiannya  diatas 85 % dan bisa dikatakan sangat 

baik. 

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember 

sebagimana Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Jember. 

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati 

Jember Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember merupakan unsur 

penunjang urusan pemerintahan serta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah Kabupaten. 

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Jember ditengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini 

telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

No. Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 

1.  Degradasimoral(Peruba

han perilaku) 

1.Kenakalan Remaja 1. Rendahnya SDM, remaja putus sekolah 

2. Dampak Globalisasi dan Media Sosial 

3. Kurangnya Sosialisasi Wasbang 

4. Kurangnya Pendidikan Bela Negara 
5. Kurangnya rasa cinta tanah air 

dimasyarakat 

2. Permasalahan Sara 1. Konflik agama 

(seagama) 

2. Konflik Rumah 
Ibadah 

1. Kurangnya Toleransi 

2. Kurangnya Sosialisasi SKB 2 Mentri 
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3. Faham Radikalisme 

Dan Terorisme 

Munculnya Kelompok 

Intoleransi 

1. Kurangnya Sosialisasi WASBANG 

2. Belajar Agama Secara Tekstual 

3. Perlu Efektifitas Pengawasan 

terkait dengan Aliran Keagamaan 
4. Sosialisai Terpadu 

4. 

 

Faham Radikalisme 

Usia Dini 

 

Terbentuknya Kader- 

Kader Intoleransi Dan 

Anti NKRI Sejak Usia 

Dini 

1. Kurangnya Pengawasan Kurikulum 

Sekolah 

2. Tidak Adanya Peraturan Yang Tegas 

Terkait Kewajiban Kurikulum 

WASBANG di Lembaga Pendidikan 

3. Menjamurnya Lembaga Pendidikan 

Islam terpadu 
4. Sosialisasi Terpadu  

5. Pengawasan Dan 

Pemberdayaan ORMAS 

1.Munculnya Ormas- 

ORMAS Ilegal 

2. Dualisme 

kepemimpinan/kepe

ngurusan Ormas 

1. Pemuktahiran 

2. Data Ormas 
3. Pembinaan dan Sosialisasi Tentang 

UU/PP ORMAS 

6. Peningkatan Partisipasi 

Politik Masyarakat 

Rendahnya Partisipasi 

Masyarakat 

1. Peningkatan Pendidikan Politik pada 

Masyarakat 

2. Perlu Dilakukan Sosialisasi 
Partisipasi Politik Masyarakat 

 

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember 

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan 

Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam 

RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu: 

"DENGAN CINTA WUJUDKAN  JEMBER BARU YANG LEBIH  

SEJAHTERA DAN MAJU". 

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara 

lebih detail sebagai berikut ini. 

1. Pokok visi pertama: "Dengan Cinta" Pokok visi yang pertama yaitu "dengan cinta" 

mengandung makna yang mendalam, karena terkait dengan semangat (spirit) dan 

kesungguhan seluruh aktor pembangunan (Stakeholders) dalam membangun Kabupaten 

Jember ke depan. Makna visi dengan cinta merupakan bentuk penurunan dari pokok visi 

RPJPD Kabupaten Jember yaitu "berakhlak". Dimana "berakhlak" merujuk pada bentuk 

perilaku yang baik, santun, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. 

Secara spesifik dari sisi pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat 
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akan menekankan bahwa Kabupaten Jember menjadi daerah yang siap melayani sepenuh 

hati sebagai bentuk dari cinta dan akhlak yang baik untuk kemajuan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi "dengan cinta" menekankan 

pada pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember. 

Dengan cinta dan dedikasi yang tinggi saat menjalankan proses pembangunan diharapkan 

dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dan merata bagi pembangunan 

daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember. Implementasi tata kelola pemerintahan dan 

layanan kepada masyarakat dengan penuh cinta dan dedikasi yang tinggi dapat 

diwujudkan dengan adanya komitmen pada untuk membangun birokrasi yang profesional 

dan humanis. Dengan adanya penguatan pada regulasi yang adaptif, inovatif dan 

berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan 

publik, maka harapan Kabupaten Jember untuk lebih maju akan dapat terwujud. 

2. Pokok visi kedua: "Jember Baru" Pokok visi kedua yaitu "Jember baru" bermakna bahwa 

dengan semangat baru "dengan cinta" maka berbagai sumberdaya akan dapat 

didayagunakan dengan optimal. Jember Baru adalah pandangan ke depan (vision) 

mengenai perubahan nyata yang ditandai dengan peningkatan taraf kesejahteraan 

masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud merupakan peningkatan 

kualitas pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan bidang lainnya. Perwujudan 

"Jember Baru" dimaksudkan agar Kabupaten Jember senantiasa bergerak dan 

bertransformasi menjadi kabupaten yang siap menghadapi segala tantangan baik internal 

maupun eksternal, Jember yang siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi 

informasi, serta Jember yang siap bersaing. Dengan demikian pokok visi "Jember baru" 

ini juga mengakomodir pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu "berdaya saing". 

Harapan utama adanya transformasi daerah menjadi "Jember Baru" adalah terciptanya 

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memiliki makna bahwa kualitas hidup masyarakat 

akan meningkat dengan adanya ketersediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, 

layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas dan 

akses pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

unggul, kompeten, dan berdaya saing. 

3. Pokok visi ketiga: "Sejahtera" 

Pokok visi ketiga "Sejahtera" merupakan puncak (Ultimate) dari tujuan pembangunan 

masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi dan berjalan 
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harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. 

Pokok visi sejahtera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten 

Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, 

peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah 

satu indikator stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang kondusif akan berdampak pada 

daya beli yang stabil, dimana daya beli yang stabil merupakan unsur penting pendorong 

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama (Long Term). 

Sedangkan kesejahteraan sosial mencakup kesetaraan akses dalam setiap layanan dasar 

meliputi layanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan, kebebasan politik, dan perlindungan 

sosial bagi kelompok rentan, serta dukungan infrastruktur perumahan yang layak. 

4. Pokok visi keempat: "Maju" Pokok visi keempat "Maju" merupakan Perwujudan 

Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. 

Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga kemajuan di 

dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Oleh karenanya, 

Kabupaten Jember mengartikulasikan kata "maju" pada dua lokus utama, yaitu: pertama, 

percepatan pembangunan di tingkat pedesaan yang diorientasikan untuk pencapaian desa 

yang mandiri dengan berbasis potensi lokal yang berlimpah. Kemajuan desa merupakan 

kekuatan 

5. yang massif akan menimbulkan dampak yang besar bagi kemajuan daerah. Kedua, 

ditekankan pada wilayah perkotaan (Urban Area). Sebagai upaya membangun 

keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam, maka orientasi pembangunan kota 

dilakukan berbasis green Policy, dengan penerapan tata kelola sumberdaya alam yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan prinsip keseimbangan pembangunan dan 

kelestarian alam ini, Kabupaten Jember berupaya untuk tetap memperhatikan pokok visi 

RPJPD Kabupaten Jember yaitu "berkelanjutan". Implementasi maju pada perwujudan 

desa mandiri dan penataan kota berbasis green policy merupakan upaya untuk menjadikan 

setiap wilayah di Kabupaten Jember, baik desa maupun kota sebagai wilayah yang maju 

melalui proses pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah sehingga 

dapat lebih mudah diimplementasikan dan diinternalisasi oleh publik. 
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Gambar Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2025-2029 

 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi 

ke-2 Tujuan ke-1 Sasaran ke-1 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Badan 

Kesatuan Bangsa Dan Politik  Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan tatakelola 

pemerintahan yang adaptif. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten 

Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap 

pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember 

No Misi Faktor Pendorong Faktor Penghambat 

1. Misi ke 

2 

a. Efisiensi dan efektivitas 

pemanfaatan 

anggaran/tersedianya 

anggaran pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Jember setiap 

tahun 

b. Adanya struktur organisasi 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Jember 

yang sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi  yang 

diemban dan diatur serta 

tersedianya SDM dan tenaga 

teknis yang mendukung 

pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi pelayanan bidang 

kesatuan bangsa dan politik 

c. Peningkatan peran dalam 

a. Peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) 

b. Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pada masing-

masing unit pelayanan/semua 

bidang pelayanan dan belum 

benar-benar dipahami oleh 

pelaksana pelayanan. 

c. Meningkatkan kewaspadaan 

dini dengan menggunakan 

akses dan koordinasi yang 

baik dengan partai politik, 

elemen masyarakat. 

d. Sumber Daya Manusia belum 

sepenuhnya sebanding 

dengan jumlah personil pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Jember 

termasuk beban kerja yang 
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No Misi Faktor Pendorong Faktor Penghambat 

pemberdayaan partai politik, 

wawasan kebangsaan, 

demokrasi. 

d. Adanya target 

kinerja/indikator terkait 

kinerja yang harus dicapai 

oleh OPD di Bidang kesatuan 

bangsa dan politik 

e. Peningkatan Sosialisasi 

Bakesbangpol melalui 

terobosan-terobosan strategis 

dengan melibatkan partisipasi 

partai politik, elemen 

masyarakat 

diemban 

 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Dengan memperhatikan pengertian visi melalui pendekatan membangun visi 

bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan Misi ke 3 (tiga) yaitu 

:Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa  timur “Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan 

untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”. 

Misi merupakan pondasi penyusunan rencana strategis. Pernyataan misi 

,menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah. Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan maka setiap 

instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas sekaligus merupakan persyaratan 

guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka misi 

Bakesbangpol Prov. Jatim yang akan memberikan arah, tujuan dan sasaran yang ingin 

di capai sebagai berikut :“Menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan 

kerukunan masyarakat Jawa Timur yang Partisipatif, Demokratis, dan Beretika 

dalam wadah NKRI”. 

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bakesbangpol Provinsi 

Jatim, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan 

Parpol. 



7 

 

2. Meningkatnya penghormatan HAM. 

3. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa 

tentram, tertib dan aman di masyarakat. 

 

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga  

Tabel permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L 

Sasaran Renstra 

K/L 

Permasalahan 

Perangkat Daerah 

terkait Sasaran Renstra 

K/L 

Faktor 

Pendukung Penghambat 

Penguatan 

Ideologi Pancasila 

dan Karakter 

Kebangsaan 

Belum optimalnya 

pemahaman 

masyarakat tentang 

wawasan kebangsaan 

dan rasa cinta tanah air 

Perlunya 

kegiatan 

peningkatan 

kecintaan 

terhadap tanah 

air 

Kurang 

massifnya 

kegiatan cinta 

tanah air dihadiri 

oleh masyarakat 

Peningkatan Peran 

Partai olitik dan 

Pengembangan 

Etika serta 

Budaya Politik 

Masyarakat masih 

belum memahami 

pentingnya 

pengetahuan politik 

dan urgensi 

penyelenggaraan 

demokrasi dalam 

pemilu 

Pelaksanaan 

Pendidikan 

politik perlu 

diperbanyak 

dan diperluas 

lingkupnya 

Pelaksanaan 

Pendidikan 

politik masih 

terbatas karena 

satu dan lain hal 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Terdapat Sebagian 

ormas yang tidak 

melapor dan mendaftar 

Melakukan 

penjaringan dan 

pendataan 

ormas secara 

berkelanjutan 

Ormas yang 

belum terdaftar 

tidak mengetahui 

tata cara 

pendaftaran 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Ekonomi Sosial 

Budaya 

Adanya beberapa 

konflik berbasis social, 

ekonomi maupun 

budaya 

Melakukan 

penguatan 

jaringan dan 

forum 

komunikasi 

Forum 

komunikasi yang 

terbentuk kurang 

efektif karena 

rendahnya 

koordinasi 

Peningkatan Masih terdapat Meningkatkan Koordinasi yang 
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Kewaspadaan 

Nasional dan 

Penanganan 

Konflik Sosial 

sebagian gangguan 

ketertiban di 

masyarakat yang 

mengganggu 

kondusifitas daerah 

deteksi dini dan 

kewaspadaan 

dengan instansi 

terkait 

dilakukan masih 

terhambat pola 

komunikasi 

 

 

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi  

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi 

Sasaran 

Renstra 

Provinsi 

Permasalahan 

Perangkat Daerah 

terkait Sasaran 

Renstra Provinsi 

Faktor 

Pendukung Penghambat 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Perlunya penguatan 

peran pemerintah 

dalam meningkatkan 

kewaspadaan daerah 

deteksi dini dan 

cegah dini konflik 

sosial di daerah 

Adanya struktur 

organisasi 

Badan Kesatuan 

Bangsa Dan 

Politik 

Kabupaten 

Jember yang 

sesuai dengan 

tugas pokok dan 

fungsi yang 

diemban dan 

diatur serta 

tersedianya 

SDM dan tenaga 

teknis yang 

mendukung 

pelaksanaan 

tugas pokok dan 

fungsi 

pelayanan 

bidang Kesatuan 

Bangsa Dan 

Politik 

Peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia 

(SDM) 

Meningkatnya 

antisipasi dan 

 Peningkatan 

peran dalam 

Standar Operasional 
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respons terhadap 

konflik sosial di 

masyarakat Jawa 

Timur 

pemberdayaan 

partai  politik, 

wawasan 

kebangsaan, 

demokrasi 

Prosedur (SOP) pada 

masing-masing unit 

pelayanan/ semua 

bidang pelayanan dan 

belum benar-benar 

dipahami oleh 

pelaksana pelayanan. 

 

Menguatnya 

kualitas 

infrastruktur 

politik Jawa 

Timur 

Masih adanya 

ormas/LSM yang 

belum memahami 

peran dan fungsi di 

masyarakat dalam 

mendukung 

pembangunan daerah 

Adanya target 

kinerja/indikator 

terkait kinerja 

yang harus 

dicapai oleh 

OPD di Bidang 

Kesatuan 

Bangsa Dan 

Politik 

Meningkatkan 

kewaspadaan dini 

dengan menggunakan 

akses dan koordinasi 

yang baik dengan partai 

politik, elemen 

masyarakat 

  Komitmen 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jember dan 

legislatif dalam 

meningkatkan 

sarana dan 

prasarana 

bidang Kesatuan 

Bangsa Dan 

Politik 

Kualifikasi teknis atau 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia belum 

sepenuhnya sebanding 

dengan jumlah personil 

unit pelayanan pada 

Badan Kesatuan Bangsa 

Dan Politik Kabupaten 

Jember termasuk beban 

kerja yang diemban 

  Peningkatan 

Sosialisasi 

eksistensi 

Bakesbang 

pol melalui 

terobosan – 

terobosan 
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strategis dengan 

melibatkan 

partisipasi partai 

politik, elemen 

masyarakat 

 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember 

adalah“Tujuan penataan ruang di Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah 

Kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata 

dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Peraturan Perundang-

undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan 

sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek 8 Renstra 2021-

2026 Bakesbangpol pembangunan Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang 

Wilayah. Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas ;  

− Memelihara kewaspadan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa 

(disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 

keamanan dan ketertiban.  

− Meningkatkan partisipasi masyatakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.  

− Memberdayakan kebhinnekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa 

dan bernegara. Pusat kegiatan wilayah dan pusat pelayanan kawasan meliputi 

Kecamatan se Kabupaten Jember.  

Pengelolaan Tata Ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka 

merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar 

didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman 

dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi Bakesbangpol dan pemanfaatan ruang perlu 

mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang 

sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. 
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3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah 

“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian 

berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan 

demikian,dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan (Nama Perangkat Daerah) 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, 

memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan  Badan Kesatuan Bagsa dan Politik 

yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik ditinjau dari implikasi RTRW 

 

No. Telaah RTRW 

terkait Tupoksi 

Faktor Pendorong Faktor Penghambat 

1. Menyediakan 

mekanisme 

pengawasan dan 

penanganan konflik 

yang efektif 

Sumber Daya Manusia yang 

mendukung  

Kurangnya sumber daya 

manusia (SDM) pada OPD 

 

 

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS) 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk 

memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat 

pelayanan  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi 

KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik  ditinjau dari implikasi KLHS 

No. Telaah KLHS 

terkait Tupoksi 
Faktor Pendorong Faktor Hambatan 

1. Masih rendahnya 

kualitas SDM 

mekanisme 

pengawasan dan 

penanganan konflik 

yang efektif 

Ketersediaan 

Pembinaan dan 

Pelatihan mekanisme 

pengawasan dan 

penanganan konflik 

yang efektif Prosedur 

(SOP) Kearsipan serta 

Peraturan 

Perundangan 

Tidak tersedianya 

tenaga atau Sumber 

Daya Manusia 

(SDM) 

 

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis 

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan 

dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi 

akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.  

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat 

pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu 

terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik adalah sebagai berikut:  

1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peranan masyarakat dalam proses 

demokrasi; 

2. Mendengarkan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan kesantunan; 

dan Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik.
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Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

 

NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 
BERDASARKAN 

URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

BIDANG : 
IDEOLOGI 
WAWASAN 
KEBANGSAAN 
DAN KARAKTER 
BANGSA 

1.Urusan 
PASKIBRAKA 

Tidak Ada 
Anggaran Untuk 
Latihan 
Gabungan 
Paskibraka 

Kegiatan Latgab 
Ditangani Oleh Purna 
Paskibraka Kab Jember 
Dengan Mengandeng 
Pihak Donator 

    

Tidak Ada 
Anggaran Untuk 
Kegiatan Lomba 
Kreasi Baris 
Berbaris (Lkbb) 

Kegiatan Lkbb Ditangani 
Oleh Purna Paskibraka 
Kab Jember Dengan 
Mengandeng Pihak 
Donator 

    

Tidak Ada 
Anggaran Untuk 
Kegiatan Studi 
Tiru Bagi 
Paskibraka 

Mulai Dianggarkan 
Walaupun Minim 
Dengan Tujuan Yang 
Sesuai Dengan Anggaran 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

    

Minimnya 
Peserta Seleksi 
Paskibraka Yang 
Sesuai 
Ketentuan 

Tinggi Minimal 
165 Cm 

-   Sosialisasi Kesekolah 
Sekolah Melalui Peran 
Pelatih / Pembina  

   Paskibraka  

   Sekolah 

-    Mengijinkan Peserta 

Seleksi Dari Siswa Yang 
Bukan Anggota Ekskul 
Paskibra 

  

    

Masih 
Terbatasnya 
Duta Pancasila 
Paskibraka 
Indonesia (Dppi) 

Mengusulkan Dppi 
Setiap Tahapan Kepada 
Badan Pembinaan 
Idiologi Pancasila Pusat 
(Bpip) 

    

Tidak Ada 
Anggaran Yang 
Memadai Untuk 
Mess Karantina 
Paskibraka 

Diusahakan 
Dianggarkan Untuk 
Tahun Mendatang 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

  

1. Urusan 
Kader Bela   

Tidak 
Tersedianya 
Anggaran Untuk 
Kegiatan Kader 
Bela Negara 

Mengangarkan Kembali 
Kbn Ditahun Berikutnya 

     Negara 
(KBN) 

  
2. Urusan Hari 
Bela  Negara 

Minimnya 
Anggaran Untuk 
Hari Bela Negara 

-   Menyesuaikan Kembali 

Anggaran Hari Bela 
Negara Untuk Tahun 
Berikutnya 

-   Menggabungkan Hari 

Bela Negara Dengan 
Upacara Hari Ibu 

BIDANG : 

1.Urusan 
Pendidikan 
Politik dan 
etika Budaya 
Politik 

Mengingat 
bahwa 
Bakesbangpol 
bukan lagi OPD 
yang 
berkewajiban 
sebagai Pembina 
Politik di daerah 

karena adanya 
regulasi 
Netralitas ASN. 

Pendidikan Politik dan 
Etika Budaya Politik 
bagi Partai Politik dan 
Masyarakat banyak 
dilaksanakan oleh Partai 
Politik melalui anggaran 
Belanja Hibah Bantuan 
Keuangan Partai Politik. 
Perlu arahan dari 
Pemerintah Pusat terkait 
batasan peran dan 

fungsi Bakesbangpol, 
mengingat Bakesbangpol 
melaksanakan urusan 
pemerintahan umum 
yang menjadi 
kewenangan Pemerintah 
Pusat. 

POLITIK  DALAM 
NEGERI 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

  
2.Urusan 
Peningkatan 
Demokrasi. 

Indikator 
Peningkatan 
Demokrasi 
adalah 
Meningkatnya 
Partisipasi 
Peserta Pemilu, 
khususnya 
Pemilukada 
yang 
partisipasinya 
masih rendah. 

Penambahan anggaran 
belanja Operasional 
guna Sosialisasi 
Pentingnya Partisipasi 
Masyarakat dalam 
menggunakan hak 
pilihnya dalam 
Pemilukada. 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

  
3.Urusan 
Fasilitasi 
Pemilukada 

Kurangnya SDM 
bidang 
Keuangan atau 
analis Keuangan 
dalam menilai 
dan review 
Proposal Hibah 
Lembaga 
Penyelenggara 
Pemilukada. 

Perlu penambahan SDM 
bidang Keuangan serta 
anggaran Pembentukan 
Tim Lintas OPD guna 
menilai proposal hibah 
serta adanya monitoring 
dan evaluasi 
penggunaan belanja 
hibah oleh penerima 
hibah. 



18 

 

NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

  

4.  Urusan 
Pemantauan 
situasi politik 
di wilayah 
Kabupaten. 

Kurangnya 
anggaran 
belanja 
operasional 
untuk 
pembentukan 
Tim 
Pemantauan 
situasi politik 
dan kurangnya 
SDM 
berkompetensi 
Intelijen di 
wilayah. 

Penambahan anggaran 
Pembentukan Tim 
Pemantauan serta SDM 
yang mencukupi serta 
peningkatan fungsi 
koordinasi dengan 
instansi vertical dalam 
jajaran Forkopimda dan 
Forkopimcam. 

BIDANG : 
KETAHANAN 
EKONOMI, 
SOSIAL BUDAYA, 
AGAMA DAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATA
N 

1.  Urusan 
Pemberdayaan 
dan  

Belum pernah 
dilaksanakan 
kegiatan 
pemberdayaan 
Ormas, karena 
tidak ada 
anggaran 

-   Lemahnya pemantauan 

dan pengawasan 
kegiatan Ormas. 

    Peningkatan 
Kapasistas  

-   Masih ada Ormas yang 

belum melaporkan 
keberadaannya ke 
Bakespangpol  
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

    Organisasi 
Kemasyarakata
n 

-   Perlu anggaran rutin 

setiap tahun untuk 
pemberdayaan dan 
peningkatan kapasitas 
Ormas sesuai 
kebutuhan  

  -   Perlu mengaktifkan 

peran Tim Terpadu 
Pengawasan Ormas dan 
reward bagi 
Ormas yang  aktif 

    

  

2.  Urusan 
Ketahanan 
ekonomi, sosial 
budaya, agama 

Bahaya Narkoba 
sangat 
berbahaya bagi 
masyarakat 

-   Lemahnya koordinasi 

antar OPD, maka perlu 
mendorong segera 
disahkannya Perda 
P4GN  

-   Pencegahan bahaya 

narkoba ke seluruh 
sasaran sangat 
dibutuhkan untuk 
percepatan dengan 
menambah plafon agar 
capaian sasaran 
meningkat dengan 

Anggaran sesuai arahan 
hasil pemantauan 
Bappeda dilaksanakan 
rutin setiap tahun 

    
Peningkatan 
Kerukunan 
Umat Beragama 

-   Minimnya Generasi 

muda lintas agama yang 
dibekali rasa toleransi 

-   Minimnya masyarakat 

yang mengetahui 
peraturan pendirian 
rumah ibadah  

-   Perlu penambahan 

anggaran utk menambah 
sasaran 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

-   Pemberdayaan Forum 
Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) yang 
memiliki peran penting 
seperti memfasilitasi 
dialog antar umat 
beragama, membangun 

kemitraan dengan 
lembaga keagamaan, 
penyelesaian konflik 

    
Jember 
Pluralitas Hub 
(JPH) 

-   Kegiatan ini sebagai 

upaya pencegahan dan 
penyelesaian masalah 
melaluinya Jember 
Pluralitas Hub (JPH) 
yang sangat efektif 
karena dikemas dalam 
bentuk silaturahmi dan 
diskusi santai. 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

Banyaknya 
permasalahan 
yang harus 
diselesaikan 
maupun 
pencegahan dini 
terkait 
kedamaian, 
mempertahanka
n NKRI, 
penyelesaian 
konflik, dan 
masalah yang 
sedang dihadapi 

-   Mitra Bakespangpol 

banyak yang berminat 
berkegiatan di JPH 

  -   Perlu penambahan 

anggaran dan rutin 
dilaksanakan setiap tah
un 

    

BIDANG :  
1.  Urusan 
Kewaspadaan 

Nasional 

Masih lemahnya 
sistem deteksi 
dini dan cegah 

Keterbatasan Sistem 
Deteksi Dini dan Cegah 

Dini 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN 
PENANGANAN 
KONFLIK 

dini terhadap 
potensi 
ancaman di 
wilayah, baik 
berupa 
gangguan 
ideologi, 

radikalisme, 
intoleransi, 
maupun gejolak 
sosial-politik, 
menjadi 
persoalan utama 
dalam urusan 
kewaspadaan 
nasional. 

Meskipun telah 
dilakukan sosialisasi 
untuk meningkatkan 
kewaspadaan 
masyarakat, sistem 
deteksi dini terhadap 
potensi ancaman sosial 

dan politik masih perlu 
diperkuat. Koordinasi 
antar lembaga dan 
partisipasi masyarakat 
dalam upaya 
pencegahan konflik 
belum optimal, yang 
dapat menghambat 
identifikasi dan 
penanganan dini 
terhadap potensi konflik. 

    

    

Koordinasi antar 
instansi vertikal 
dan horizontal, 
termasuk peran 
serta 
masyarakat, 
belum optimal. 
Selain itu, 
keberadaan Tim 
Kewaspadaan 
Dini (Tim 
Wasdin), forum-
forum 
kewaspadaan 
seperti FKDM, 
Tim Pengawasan 
Orang Asing 
(Tim POA) di 
tingkat 
kabupaten/kota 
hingga desa 

Ancaman Radikalisme 
dan Intoleransi 

Terdapat potensi 
penyebaran paham 
radikal dan intoleransi di 
masyarakat, yang dapat 
mengganggu kerukunan 

antarumat beragama 
dan stabilitas sosial. 
Upaya pencegahan 
melalui edukasi dan 
dialog antar kelompok 
perlu ditingkatkan 
untuk menjaga toleransi 
dan perdamaian. 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

belum 
terbentuk. 

    

Keterbatasan 

sumber daya 
manusia dan 
anggaran juga 
menjadi 
tantangan 
dalam 
pelaksanaan 
pemantauan 
dinamika sosial 
secara berkala 
dan akurat 

Pengawasan terhadap 
Organisasi Masyarakat 
(Ormas) dan Lembaga 
Asing 

Pengawasan terhadap 
aktivitas Ormas dan 
lembaga asing di wilayah 
Kabupaten Jember 
masih perlu 
ditingkatkan. Hal ini 
penting untuk 
memastikan bahwa 
kegiatan mereka tidak 
bertentangan dengan 
peraturan perundang-
undangan dan tidak 
menimbulkan potensi 
konflik sosial 

  

      

Pemantauan Orang 
Asing dan Tenaga Kerja 
Asing 

Dengan adanya tenaga 
kerja asing dan aktivitas 

lembaga asing di 
Kabupaten Jember, 
diperlukan pemantauan 
yang efektif untuk 
mencegah potensi 
masalah yang dapat 
timbul, seperti 
pelanggaran hukum 
atau ketegangan sosial 

  

      

Keterbatasan Sumber 
Daya dan Infrastruktur 

Keterbatasan sumber 



24 

 

NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

daya manusia dan 
infrastruktur dalam 
bidang kewaspadaan 
nasional menjadi 
tantangan dalam 
pelaksanaan program-
program yang efektif. 

Perlu adanya 
peningkatan kapasitas 
dan dukungan anggaran 
untuk memperkuat 
upaya kewaspadaan dan 
penanganan konflik 

  

2. Urusan 

Penanganan 
Konflik 

Permasalahan 
dalam urusan 
penanganan 
konflik meliputi 
belum 
optimalnya 
sistem 
identifikasi dan 
pemetaan 
potensi konflik 
sosial secara 
komprehensif 
dan 

berkelanjutan. 
Selain itu, 
upaya 
pencegahan 
konflik melalui 
mediasi atau 
fasilitasi dialog 
lintas kelompok 
belum 
terstruktur 
dengan baik. 
Saat konflik 
terjadi, respon 
pemerintah 

Isu  Strategis terkait 
Potensi Konflik yang 
berkembang di 
Kabupaten Jember 

a.  Potensi 
permasalahan/ Konflik  

SARA 

Permasalahan SARA di 
Kabupaten Jember 
selain  permasalahan 
penolakan tempat 
Ibadah baik inter atau 
antar agama juga 

berpotensi adanya 
permasalahan/ konflik 
terkait dengan akidah 
agama yang akan selalu 
berkembang dan terjadi 
sewaktu waktu 

  

b.  Potensi 
permasalahan / Konflik 
Ekonomi dan Sosial 
Budaya 

Potensi Konflik yang 
berpotensi berkembang  
adalah Konflik Tenaga 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

daerah 
seringkali 
lambat karena 
keterbatasan 
mekanisme 
koordinasi lintas 
sektor dan 

belum 
tersusunnya 
rencana 
kontinjensi yang 
jelas. Pemulihan 
pasca konflik 
juga seringkali 
terhambat 
akibat tidak 
adanya panduan 
teknis dan 
anggaran 
khusus, 
sehingga 
pemulihan 
sosial dan 
psikologis 
masyarakat 
berjalan lambat. 

Kerja, Konflik pupuk 
subsidi (pertanian) , 
konflik pertanahan 
(Agraria),konflik 
pertambangan, konflik 
nelapan, Konflik 
Perguruan Silat.  Konflik 

sepadan Pantai, konflik 
pasar, infrastruktur 
jalan, dll 

  

c.   Permasalahan 
Degradasi Moral dan 

Kenakalan Remaja 

Meningkatnya kasus 
kenakalan remaja dan 
degradasi moral di 
Kabupaten jember, 
seperti, Penyalahgunaan 
Narkoba, Miras, 
Perundungan/ Bullying, 
premanisme di Sekolah, 
perkelahian dan lain lain 

  

    

Penanganan 
Konflik yang 
tidak 
sepenuhnya 
tuntas 
menyebabkan 
munculnya 
persoalan/ 
konflik Kembali 
dikemudian hari 

identifikasi isu 
strategis Lainnya di 
Kabupaten Jember 

a.  Penguatan Hukum, 
Keadilan, dan Hak 

Asasi Manusia (HAM) 

Penegakan hukum yang 
belum merata dan 

perlindungan HAM yang 
belum optimal dapat 

menimbulkan 
ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap 
institusi hukum. Hal ini 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

berpotensi memicu 
konflik sosial dan 
ketidakstabilan di 

masyarakat 

b.  Keadilan Gender dan 
Perlindungan 

Perempuan, Anak, 

serta Keluarga 

Masih terdapat 
ketimpangan dalam 

perlindungan hak-hak 
perempuan dan anak, 
termasuk dalam hal 

akses terhadap layanan 
sosial, perlindungan 

hukum, dan partisipasi 
dalam pembangunan. 
Hal ini dapat memicu 
ketegangan sosial jika 
tidak ditangani secara 

komprehensif 

c.  Pendidikan 
Berkualitas dan 

Inklusif 

Akses terhadap 
pendidikan yang 

berkualitas dan inklusif 
masih menjadi 

tantangan, terutama di 
daerah terpencil. 

Ketimpangan ini dapat 
memperbesar 

kesenjangan sosial dan 
ekonomi, yang pada 

gilirannya dapat memicu 
ketegangan sosial. 

d.  Tata Kelola 
Pemerintahan yang 

Baik 

Tantangan dalam 
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NO URUSAN 

DESKRIPSI 
PERMASALAHA

N 

BERDASARKAN 
URUSAN 

IDENTIFIKASI ISU 

STRATEGI 

-1 -2 -3 -4 

mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang 

transparan, akuntabel, 
dan partisipatif dapat 

menimbulkan 
ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap 

pemerintah, yang dapat 
memicu ketegangan 

sosial. 

e.  Pengelolaan 
Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Kurangnya integrasi 
dalam pengelolaan 

informasi dan 
komunikasi publik dapat 

menyebabkan 
penyebaran informasi 

yang tidak akurat, yang 
berpotensi memicu 

konflik dan ketegangan 
di masyarakat 

f.   Penguatan Toleransi 
dan Perdamaian 

Keragaman etnis, 

agama, dan budaya di 
Jember memerlukan 
upaya berkelanjutan 
dalam membangun 

toleransi dan 
perdamaian. Kurangnya 
dialog antar kelompok 
dapat meningkatkan 

risiko konflik horizontal. 

g.  Dan lain lain 
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BAB III  

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

3.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam 

bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahun ke depan.  Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu 

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN 

MAJU", dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

termasuk dalam Misi ke-2 yakni Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Religius, 

Unggul Setara. Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati, 

serangkaian Tujuan dan Sasaran yang relevan telah disusun secara strategis, berfungsi sebagai 

pendorong utama bagi tercapaianya arah pembangunan daerah Kabupaten Jember dituangkan 

dalam gambar 3.1  

Gambar 3.1 Tujuan dan Sasarn RPJMD yang meudkung Visi dan Misi Bupati dan 

Wakil Bupati 

 

Sumber : Bappeda Kabupaten Jember, RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 

 

Untuk mencapai tujuan "Meningkatnya Kualitas SDM yang Religius, Unggul, dan 

Masyarakat yang Setara" dan sasaran RPJMD yang relevan, yaitu "Meningkatnya 

Masyarakat yang Setara dan Religius," digunakan Indeks Kesalehan Sosial (Indeks) 
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sebagai indikator. Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik, tersebut menjadi Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik dan terukur (Tabel 3.1 dan 

Gambar 3.2). Penjabaran ini memastikan keselarasan dengan sasaran RPJMD, Dengan 

demikian, implementasi program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jember dapat 

terjamin keselarasan dan efektivitasnya. 

 

Tabel 3.2 cascading 
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tabel 3.3 Teknik Merumuskan  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Perangkat Daerah 

  

NSPK DAN 

SASARAN 
RPJMD 
YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN KET

ERA
NG
AN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

- Meningkatnya 
masyarakat 
yang setara  dan 
religius 

Meningkatnya 
pengamalan 
nilai-nilai 
Pancasila, 
karakter 
kebangsaan 
untuk 
mewujudkan 
masyarakat 
yang setara 
dan religius 

  Indeks 
Kesalehan 
Sosial 

75,6 75,80 76,30 76,80 77,30 77,80 78,30  

   Indeks 
Kerukunan Umat 
Beragama 

70,50 70,62 70,75 71,25 71,50 72,00 72,25  

  Meningkatnya 
pengamalan nilai 
nilai pancasila, 
karakter 
kebangsaan dan 
Penanganan 
konflik sosial di 
masyarakat 

Persentase 
Penurunan 
Konflik Sosial 

94,12 93,75 93,33 92,86 92,31 91,67 90,91  

    Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja dan 
evektifitas 
pencapaian 
target kinerja 
perangkat 
daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah (Nilai) 

66,79 81 81,3 81,5 81,6 81,8 82   

 

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa 

Dan Politik selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka 

menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. 

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah 

tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi 

secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan 

aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian 

tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program. 
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Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu 

sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan 

menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun 

kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan 

sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember. 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang 

tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. 

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan 

VISI      : "DENGAN CINTA JEMBER BARU SEJAHTERA DAN MAJU” 

MISI II  : MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, UNGGUL DAN   SETARA  

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 
Pengamalan 
nilai-nilai 
Pancasila dan 
karakter 
kebangsaan 
untuk 
mencapai 
kondusifitas 
Daerah 

1. Meningkatnya 
pengamalan nilai 
nilai pancasila, 
karakter 
kebangsaan dan 
Penanganan 
konflik sosial di 
masyarakat 

1. Strategi 1.1 

Penguatan kesadaran dan 
partisipasi masyarakat 
(Meningkatkan kesadaran 
dan partisipasi masyarakat 
dalam proses politik dan 
kehidupan bermasyarakat 
melalui Pendidikan dan 
sosialisasi nilai-nilai 
Pancasila dan Demokrasi) 

2. Strategi 1.2 
Pengawasan dan penanganan 
konflik (meningkatkan 
kemampuan pengawasan  
Penanganan konflik yang 
menciptakan situasi yang 
aman) 

3. Strategi 1.3 
Pengembangan masyarakat 
(Meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat melalui 
pengembangan ekonomi, 
social dan budaya) 

4. Strategi 1.4 
Penguatan kelembagaan 
(Meningkatkan kapsitas 
kelembagaan pemerintah dan 
masyarakat sipil untuk 
mendudkung terciptanya 
situasi yang aman 
 

 

1. Arah Kebijakan 
1.1 
Meningkatkan 
kesadaran dan 
partisipasi 
masyarakat 
(Mengembangkan 
program-program 
Pendidikan dan 
sosialisasi nilai-
nilai Pancasila 
dan demokrasi 
untuk 
meningkatkan 
kesadaran dan 
partisipasi 
masyarakat  

2. Arah Kebijakan 
1.2 
Meningkatkan 
keamanan dan 
ketertiban ( 
Mengembangkan 
kebijakan dan 
program untuk 
meningkatkan 
keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat 
melalui 
penagawasan dan  
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penanganan 
konflik yang 
efektif 

3. Arah Kebijakan 
1.3 
Meningkatkan 

kualitas hidup 
masyarakat 
(Mengembngkan 
kebijakan dan 
program untuk 
meningkatkan 
kualitas hidup 
masyarakat 
melalui 
pengembangan 
ekonomi, social, 
dan budaya 

4. Arah Kebijakan 
1.4 

Meningkatkan 

kapasitas 
kelembagaan 

(Mengembangka

n kebijakan dan 

program untuk 
meningkatkan 

kapasitas 

kelembagaan 
pemerintah dan 

masyarakat 

untuk  
terciptanya 

situasi yang 

aman) 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN 

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan 

strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di 

dalam program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember. 

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tentu relevan dengan 

mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran 

langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah 

ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk 

berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut 

dari program. 

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui 

gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil 

(output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana 

pencapaian tujuan dan sasaran.Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, 

kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan 

Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember. 

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 
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Tabel 4.2 Teknik  Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 
NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

 - Meningkatnya 
masyarakat yang 
setara  dan religius 

Terciptanya situasi 
kondisi masyarakat 
yang aman 

      Indeks Solidaritas Sosial 
(Indeks) 

    

    Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 
dan efektifitas 
pencapaian target 
kinerja perangkat 
daerah 

    Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

(Nilai) 

    

      Meningkatnya 
efektivitas, 

transparansi dan 
akuntabilitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

  Persentase Indikator Program 
yang tercapai (%) 

8.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  

          Indeks Profesionalitas ASN 
(Indeks) 

8.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  

          Presentase Realisasi Anggaran 
(%) 

8.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  

        Tersediannya 
administrasi 
keuangan perangkat 
daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 
(Dokumen) 

8.01.01.2.02 - 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD (Dokumen) 

8.01.01.2.02 - 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD (Dokumen) 

8.01.01.2.02 - 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD (Laporan) 

8.01.01.2.02 - 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD (Laporan) 

8.01.01.2.02 - 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 
(Orang/bulan) 

8.01.01.2.02 - 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 
(Orang/bulan) 

8.01.01.2.02.0001 - 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 
(Dokumen) 

8.01.01.2.02.0002 - 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

  

          Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD (Dokumen) 

8.01.01.2.02.0003 - 
Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

  

          Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD (Dokumen) 

8.01.01.2.02.0004 - 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

  

          Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD (Laporan) 

8.01.01.2.02.0005 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

  

          Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD (Laporan) 

8.01.01.2.02.0007 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 

  

        Tersediannya 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 
(Paket) 

8.01.01.2.05 - 
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

  

          Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan  (Orang) 

8.01.01.2.05 - 
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 
(Paket) 

8.01.01.2.05.0002 - 
Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

  

          Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan  (Orang) 

8.01.01.2.05.0009 - 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

  

        Tersediannya 
administrasi umum 
perangkat daerah 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan (Dokumen) 

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 
(Dokumen) 

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD (Dokumen) 

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu (Laporan) 

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD (Laporan) 

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan (Paket) 

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan (Paket) 

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 
(Paket) 

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

8.01.01.2.06.0001 - 
Penyediaan Komponen 

Instalasi 
 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
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          Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

8.01.01.2.06.0002 - 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

  

          Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 
(Paket) 

8.01.01.2.06.0003 - 
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

  

          Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan (Paket) 

8.01.01.2.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan (Paket) 

8.01.01.2.06.0005 - 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

  

          Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan (Dokumen) 

8.01.01.2.06.0006 - 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

  

          Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu (Laporan) 

8.01.01.2.06.0008 - 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD (Laporan) 

8.01.01.2.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

  

          Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD (Dokumen) 

8.01.01.2.06.0010 - 
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

  

          Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 
(Dokumen) 

8.01.01.2.06.0011 - 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

  

        Tersediannya 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan (Unit) 

8.01.01.2.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  

          Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 
yang Disediakan (Unit) 

8.01.01.2.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  

          Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 
yang Disediakan (Unit) 

8.01.01.2.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  

          Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang Disediakan 
(Unit) 

8.01.01.2.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
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(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

8.01.01.2.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  

          Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan (Unit) 

8.01.01.2.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  

          Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan (Unit) 

8.01.01.2.07.0005 - 
Pengadaan Mebel 

  

          Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang Disediakan 

(Unit) 

8.01.01.2.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 
yang Disediakan (Unit) 

8.01.01.2.07.0007 - 
Pengadaan Aset Tetap 
Lainnya 

  

          Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 
yang Disediakan (Unit) 

8.01.01.2.07.0008 - 
Pengadaan Aset Tak 

Berwujud 

  

          Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

8.01.01.2.07.0010 - 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

  

          Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan (Unit) 

8.01.01.2.07.0011 - 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

        Tersediannya 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 
(Laporan) 

8.01.01.2.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan (Laporan) 

8.01.01.2.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan (Laporan) 

8.01.01.2.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat (Laporan) 

8.01.01.2.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat (Laporan) 

8.01.01.2.08.0001 - 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 
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          Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 
(Laporan) 

8.01.01.2.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan (Laporan) 

8.01.01.2.08.0003 - 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan (Laporan) 

8.01.01.2.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  

        Tersediannya 
Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Dipelihara  (Unit) 

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Aset Tetap Lainnya 
yang Dipelihara  (Unit) 

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya (Unit) 

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya (Unit) 

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Mebel yang Dipelihara  
(Unit) 

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  (Unit) 

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
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Daerah 

          Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya (Unit) 

8.01.01.2.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya (Unit) 

8.01.01.2.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  

          Jumlah Mebel yang Dipelihara  
(Unit) 

8.01.01.2.09.0005 - 
Pemeliharaan Mebel 

  

          Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  (Unit) 

8.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Aset Tetap Lainnya 
yang Dipelihara  (Unit) 

8.01.01.2.09.0007 - 
Pemeliharaan Aset Tetap 
Lainnya 

  

          Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Dipelihara  (Unit) 

8.01.01.2.09.0008 - 
Pemeliharaan Aset Tak 
Berwujud 

  

          Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 

8.01.01.2.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 

8.01.01.2.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 

8.01.01.2.09.0011 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan 
Lainnya 
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    Terwujudnya 
Kehidupan 
Masyarakat yang 
berlandaskan 
Pancasila dan 
demokrasi 

    Persentase konflik sosial daerah 
(Konflik yang tertangani) (%) 

    

      Meningkatnya 
pengamalan nilai-
nilai Pancasila dan 
Karakter kebangsaan 
di lingkungan 
masyarakat, satuan 
Pendidikan, dan 

Lembaga 
pemerintahan 

  Terlaksananya penguatan 
ideologi pancasila dan karakter 
kebangsaan (%) 

8.01.02 - PROGRAM 
PENGUATAN IDEOLOGI 
PANCASILA DAN 
KARAKTER 
KEBANGSAAN 

  

        Meningkatnya 
pelaksanaan 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 
Idiologi Pancasila 
dan Karakter 
Kebangsaan 

Jumlah Dokumen Program Kerja 
di Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan 
yang Disusun (Dokumen) 

8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

  

          Jumlah Kebijakan Teknis di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 
yang Disusun (Dokumen) 

8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

  

          Jumlah Keluarga yang Mengikuti 
Pembentukan dan Penumbuhan 
Karakter Keluarga Melalui 
Peningkatan Kesadaran 

Masyarakat Akan Pentingnya 
Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila dalam Semua Aspek 
Kehidupan Bermasyarakat, 
Berbangsa, dan Bernegara 
(Keluarga) 

8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan (Laporan) 

8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 
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          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan (Orang) 

8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan 
(Orang) 

8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

  

          Jumlah Paskibraka (Orang) 8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

  

          Jumlah Purnapaskibraka Duta 
Pancasila (Orang) 

8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

  

          Laporan Hasil Pelaksanaan 
Tugas Purnapaskibraka Duta 
Pancasila (Dokumen) 

8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

  

          Laporan Hasil Pembinaan 
Aktivitas Kepaskibrakaan dan 
Laporan Hasil Pembinaan 
Purnapaskibraka (Dokumen) 

8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

  

          Laporan Hasil Pembinaan 
Lanjutan kepada 
Purnapaskibraka Duta Pancasila 
(Dokumen) 

8.01.02.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 
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          Jumlah Dokumen Program Kerja 
di Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 
yang Disusun (Dokumen) 

8.01.02.2.01.0001 - 
Penyusunan Program 
Kerja di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

  

          Jumlah Kebijakan Teknis di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 
yang Disusun (Dokumen) 

8.01.02.2.01.0002 - 
Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, 

Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 

Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 
(Orang) 

8.01.02.2.01.0003 - 
Pelaksanaan Kebijakan di 

Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan (Orang) 

8.01.02.2.01.0004 - 
Pelaksanaan Koordinasi 
di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan (Laporan) 

8.01.02.2.01.0005 - 
Pelaksanaan Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 

Bineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 
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          Jumlah Keluarga yang Mengikuti 
Pembentukan dan Penumbuhan 
Karakter Keluarga Melalui 
Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat Akan Pentingnya 
Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila dalam Semua Aspek 
Kehidupan Bermasyarakat, 
Berbangsa, dan Bernegara 
(Keluarga) 

8.01.02.2.01.0006 - 
Pembentukan dan 
Penumbuhan Karakter 
Keluarga Melalui 
Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat akan 
Pentingnya Penghayatan 
dan Pengamalan 
Pancasila dalam Semua 
Aspek Kehidupan 
Bermasyarakat, 
Berbangsa, dan 
Bernegara 

  

          Laporan Hasil Pembinaan 
Aktivitas Kepaskibrakaan dan 
Laporan Hasil Pembinaan 
Purnapaskibraka (Dokumen) 

8.01.02.2.01.0007 - 
Pembinaan terhadap 
aktivitas kepaskibrakaan 
dan  Purnapaskibraka 

  

          Jumlah Paskibraka (Orang) 8.01.02.2.01.0008 - 
Pembentukan Paskibraka 

  

          Laporan Hasil Pembinaan 
Lanjutan kepada 
Purnapaskibraka Duta Pancasila 
(Dokumen) 

8.01.02.2.01.0009 - 
Pembinaan Lanjutan 
kepada Purnapaskibraka 
Duta  Pancasila 

  

          Laporan Hasil Pelaksanaan 
Tugas Purnapaskibraka Duta 
Pancasila (Dokumen) 

8.01.02.2.01.0010 - 
Pelaksanaan tugas 
Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

  

          Jumlah Purnapaskibraka Duta 
Pancasila (Orang) 

8.01.02.2.01.0011 - 
Pengangkatan 
Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

  

      Meningkatnya 
persentase kader 

partai politik yang 
mengikuti pendidikan 
politik secara 
berkelanjutan 

  Persentase Pendidikan Politik 
pada Kader Partai Politik (%) 

8.01.03 - PROGRAM 
PENINGKATAN PERAN 

PARTAI POLITIK DAN 
LEMBAGA PENDIDIKAN 
MELALUI PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN 
ETIKA SERTA BUDAYA 
POLITIK 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Meningkatnya 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 

Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik 

Jumlah Dokumen Program Kerja 
di Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

8.01.03.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi 
Politik 

  

          Jumlah Kebijakan di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah yang 

Disusun (Dokumen) 

8.01.03.2.01 - Perumusan 

Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik 

  

          Jumlah Laporan Hasil 

Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah 
(Laporan) 

8.01.03.2.01 - Perumusan 

Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik 

  



46 
 

NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Laporan Kegiatan 
Pelaksanaan Tugas Paskibraka 
(Kegiatan) 

8.01.03.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi 
Politik 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah (Orang) 

8.01.03.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi 
Politik 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah (Orang) 

8.01.03.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Dokumen Program Kerja 
di Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

8.01.03.2.01.0001 - 
Penyusunan Program 
Kerja di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 

Politik di Daerah 

  

          Jumlah Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

8.01.03.2.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah (Orang) 

8.01.03.2.01.0003 - 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah (Orang) 

8.01.03.2.01.0004 - 
Pelaksanaan Koordinasi 
di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 

Politik di Daerah 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah 
(Laporan) 

8.01.03.2.01.0005 - 
Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

  

          Jumlah Laporan Kegiatan 
Pelaksanaan Tugas Paskibraka 
(Kegiatan) 

8.01.03.2.01.0006 - 
Pelaksanaan tugas 
Paskibraka 

  

      Meningkatnya 
persentase 
organisasi 
kemasyarakatan 

yang aktif dalam 
melaksanakan 
program kerja dan 
berkontribusi pada 
pembangunan 
masyarakat 

  Persentase Organisasi 
Kemasyarakatan yang Aktif (%) 

8.01.04 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN DAN 
PENGAWASAN 
ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

  

        Meningkatnya 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan 

Organisasi 
Kemasyarakatan 

Jumlah Dokumen Program Kerja 
di Bidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah yang Disusun 
(Dokumen) 

8.01.04.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah yang Disusun 
(Dokumen) 

8.01.04.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah (Laporan) 

8.01.04.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah (Orang) 

8.01.04.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 

Bidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah (Orang) 

8.01.04.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

  

          Jumlah Dokumen Program Kerja 
di Bidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah yang Disusun 
(Dokumen) 

8.01.04.2.01.0001 - 
Penyusunan Program 
Kerja di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

  

          Jumlah Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah yang Disusun 

(Dokumen) 

8.01.04.2.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan Kebijakan di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 

Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah (Orang) 

8.01.04.2.01.0003 - 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah (Orang) 

8.01.04.2.01.0004 - 
Pelaksanaan Koordinasi 
di Bidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 

Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah (Laporan) 

8.01.04.2.01.0005 - 
Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 

Bidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

  

      Meningkatnya 

persentase kebijakan 
di bidang ketahanan 
ekonomi, sosial, 
budaya, serta 
fasilitasi pencegahan 
penyalahgunaan 
narkotika, kerukunan 
umat beragama, dan 

penghayat 
kepercayaan di 
daerah yang 
dilaksanakan 

  Persentase Kebijakan di Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalahgunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah yang 
Dilaksanakan (%) 

8.01.05 - PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
KETAHANAN EKONOMI, 
SOSIAL, DAN BUDAYA 

  

        Meningkatnya 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

Jumlah Dokumen Program Kerja 
di Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

8.01.05.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

8.01.05.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 
(Laporan) 

8.01.05.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah (Orang) 

8.01.05.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah (Orang) 

8.01.05.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

  

          Jumlah Dokumen Program Kerja 
di Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

8.01.05.2.01.0001 - 
Penyusunan Program 
Kerja di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

8.01.05.2.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah (Orang) 

8.01.05.2.01.0003 - 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 

Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah (Orang) 

8.01.05.2.01.0004 - 
Pelaksanaan Koordinasi 
di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi 

Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

  

          Jumlah Laporan Hasil 

Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di Daerah 
(Laporan) 

8.01.05.2.01.0005 - 

Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

      Meningkatnya 
persentase 
penyelesaian konflik 
sosial secara damai 
dan berkeadilan. 

  jumlah aduan potensi konflik 
sosial (Angka) 

8.01.06 - PROGRAM 
PENINGKATAN 
KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN 
PENINGKATAN 
KUALITAS DAN 
FASILITASI 
PENANGANAN KONFLIK 
SOSIAL 

  

        Meningkatnya 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan 

Pemantapan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
Penanganan Konflik 
Sosial 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota (Dokumen) 

8.01.06.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pelaksanaan 
Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional 
dan Penanganan Konflik 
Sosial 

  

          Jumlah Dokumen Program Kerja 
di Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

yang Disusun (Dokumen) 

8.01.06.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional 
dan Penanganan Konflik 
Sosial 

  

          Jumlah Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
yang Disusun (Dokumen) 

8.01.06.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional 

dan Penanganan Konflik 
Sosial 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
(Laporan) 

8.01.06.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional 
dan Penanganan Konflik 
Sosial 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
(Orang) 

8.01.06.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional 
dan Penanganan Konflik 
Sosial 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
pelaksanaan Kebijakan di 

Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
(Orang) 

8.01.06.2.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional 
dan Penanganan Konflik 
Sosial 

  

          Jumlah Dokumen Program Kerja 
di Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 

Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

yang Disusun (Dokumen) 

8.01.06.2.01.0001 - 
Penyusunan Program 
Kerja di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja 

Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan 
Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik 
di Daerah 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
yang Disusun (Dokumen) 

8.01.06.2.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik 

di Daerah 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 
pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
(Orang) 

8.01.06.2.01.0003 - 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik 
di Daerah 

  

          Jumlah Orang yang Mengikuti 

Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
(Orang) 

8.01.06.2.01.0004 - 

Pelaksanaan Koordinasi 
di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik 
di Daerah 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
(Laporan) 

8.01.06.2.01.0005 - 
Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik 

di Daerah 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota (Dokumen) 

8.01.06.2.01.0006 - 
Pelaksanaan Forum 
Koordinasi Pimpinan 
Daerah Kabupaten/Kota 
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Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 

Rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas 

kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggaranya. Adapun rencana 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  Kabupaten Jember 

yang telah diselaraskan dengan nama program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan 

Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Jember selama periode 2025-2029 adalah sebagai 

berikut :  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , didukung 6 

(enam) Kegiatan, 37(tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan; 

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, didukung 1 (satu) 

Kegiatan, 11 (sebelas) Sub Kegiatan; 

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan 

Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, didukung 1 (satu) Kegiatan, 6 

(enam) Sub Kegiatan. 

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas, didukung 1 (satu) Kegiatan, 6 (enam) 

Sub Kegiatan. 

5. Program Pembinaan Dan Pengemabngan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, 

didukung 1 (satu) Kegiatan, 5 (lima) Sub Kegiatan. 

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi 

Penagnganan Konflik Sosial, didukung 1 (satu) Kegiatan, 6 (enam) Sub Kegiatan. 

Sehingga pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

Serta Perlindungan Masyarakat didukung dengan 2 (dua) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 

19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, sedangkan pada Program Rutin  dengan Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung 8 (delapan) Kegiatan, 

28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Rincian perencanaan Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan serta pendanaan yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Jember Tahun 2025 – 2029 dituangkan dalam Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 
 
 

BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8.01 -  KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

      
31.574.472.

896,52 
  

31.576.100.
396,52 

  
31.994.139.

503,85 
  

32.134.356.
235,08 

  
32.292.404.

479,20 
  

32.365.640.
369,52 

    

8.01.01 - 
PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

      
6.429.077.8

96,52 
  

6.429.077.8
96,52 

  
6.182.892.9

93,00 
  

6.182.892.9
93,00 

  
6.429.077.8

96,52 
  

6.429.077.8
96,52 

    

Meningkatnya 
efektivitas, 
transparansi dan 
akuntabilitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

Persentase Indikator 
Program yang 
tercapai (%) 

80 81 
6.429.077.8

96,52 
81 

6.429.077.8
96,52 

81,5 
6.182.892.9

93,00 
82 

6.182.892.9
93,00 

82,5 
6.429.077.8

96,52 
83 

6.429.077.8
96,52 

8.01.0.00.0.00
.01.0000 - 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

  

  
Indeks 
Profesionalitas ASN 
(Indeks) 

81,8 82,5   82,5   83   83,5   84   84,5       

  
Presentase 
Realisasi Anggaran 
(%) 

92,77 93,2   93,2   93,4   93,6   93,7   93,8       

8.01.01.2.02 - 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

 Jumlah laporan 
pertanggung 
jawaban keuangan 

 52 52  
  

4.156.461.7
43,00  

52  
4.294.373.0

96,52 
 52 

4.294.373.0
97,00 

 52 
4.294.373.0

97,00 
 52 

4.294.373.0
96,52 

 52 
4.294.373.0

96,52 
    

Tersediannya 
administrasi  
keuangan perangkat 
daerah 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 
(Dokumen) 

1 0 
  

4.156.461.7
43,00  

0 
4.294.373.0

96,52 
0 

4.294.373.0
97,00 

0 
4.294.373.0

97,00 
0 

4.294.373.0
96,52 

0 
4.294.373.0

96,52 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 
(Dokumen) 1 12   12   12   12   12   12       

  

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN (Dokumen) 

1 4   4   4   4   4   4       

  

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 
(Orang/bulan) 

22 20   20   20   20   22   22       

  

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 
dan Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD 
(Laporan) 

12 0   0   0   0   0   0       

  

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 
(Laporan) 

1 0   0   0   0   0   0       

8.01.01.2.02.0001 - 
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN 

      
3.923.541.7

43 
  

3.923.541.0
96,52 

  
3.923.541.0

97,00 
  

3.923.541.0
97,00 

  
3.923.541.0

96,52 
  

3.923.541.0
96,52 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tersedianya Gaji 
dan Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 
(Orang/bulan) 

22 20 
3.923.541.7

43 
20 

3.923.541.0
96,52 

20 
3.923.541.0

97,00 
20 

3.923.541.0
97,00 

22 
3.923.541.0

96,52 
22 

3.923.541.0
96,52 

    

8.01.01.2.02.0002 - 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

      0   
86.672.000,

00 
  

86.672.000,
00 

  
86.672.000,

00 
  

86.672.000,
00 

  
86.672.000,

00 
    

Tersedianya 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN (Dokumen) 

1 4 0 4 
86.672.000,

00 
4 

86.672.000,
00 

4 
86.672.000,

00 
4 

86.672.000,
00 

4 
86.672.000,

00 
    

8.01.01.2.02.0003 - 
Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

      
     

232.920.00
0,00  

  
284.160.00

0,00 
  

284.160.00
0,00 

  
284.160.00

0,00 
  

284.160.00
0,00 

  
284.160.00

0,00 
    

                 Terlaksananya 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 
(Dokumen) 

1 12 
     

232.920.00
0,00  

12 
284.160.00

0,00 
12 

284.160.00
0,00 

12 
284.160.00

0,00 
12 

284.160.00
0,00 

12 
284.160.00

0,00 
    

8.01.01.2.02.0004 - 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 
(Dokumen) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.02.0005 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tersedianya 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 
(Laporan) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.02.0007 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersedianya 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD 
dan Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 
dan Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD 
(Laporan) 

12 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.05 - 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
ketatausahaan dan 
kepegawaian 

   ‘0  0,00  ‘0 0,00 ‘0  0,00 ‘0  0,00 ‘0  0,00 ‘0  0,00     

Tersediannya  
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan  (Orang) 

25 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

  

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 
(Paket) 

22 0    0   0   0   0   0       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8.01.01.2.05.0002 - 
Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersedianya 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan  

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 
(Paket) 

22 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.05.0009 - 
Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan  (Orang) 

25 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah laporan 
penyediaan barang 
dan jasa 

1  1  
     

599.127.90
0,00  

1  
562.244.30

0,00 
 1 

605.244.29
8,00 

1  
625.244.29

8,00 
1  

575.244.30
0,00 

 1 
575.244.30

0,00 
    

Tersediannya 
administrasi umum 
perangkat daerah 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu (Laporan) 

1 1 
     

599.127.90
0,00  

1 
562.244.30

0,00 
1 

605.244.29
8,00 

1 
625.244.29

8,00 
1 

575.244.30
0,00 

1 
575.244.30

0,00 
    

  

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD (Dokumen) 

1 0   0   0   0   0   0       

  

Jumlah Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 
(Dokumen) 

1 0   0   0   0   0   0       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 
(Dokumen) 

12 0   0   0   0   0   0       

                 

  

Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan (Paket) 

1 0   0   0   0   0   0       

  

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang Disediakan 
(Paket) 

1 1   1   1   1   1   1       

  

Jumlah Paket 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan (Paket) 

1 1   1   1   1   1   1       

  
Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

1 1   1   1   1   1   1       

  

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD (Laporan) 

1 1   1   1   1   1   1       

  

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

1 0   0   0   0   0   0       

8.01.01.2.06.0001 - 
Penyediaan 
Komponen Instalasi 
 
Listrik/Penerangan 

      
       

13.223.300,
00  

  
6.991.400,0

0 
  

6.991.400,0
0 

  
6.991.400,0

0 
  

16.991.400,
00 

  
16.991.400,

00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Bangunan Kantor 

Tersedianya 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang Disediakan 
(Paket) 

1 1 
       

13.223.300,
00  

1 
6.991.400,0

0 
1 

6.991.400,0
0 

1 
6.991.400,0

0 
1 

16.991.400,
00 

1 
16.991.400,

00 
    

8.01.01.2.06.0002 - 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.06.0003 - 
Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersedianya 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan (Paket) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor       

       
66.965.100,

00  
  

74.418.900,
00 

  
31.418.900,

00 
  

51.418.900,
00 

  
74.418.900,

00 
  

74.418.900,
00 

    

Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

1 1 
       

66.965.100,
00  

1 
74.418.900,

00 
1 

31.418.900,
00 

1 
51.418.900,

00 
1 

74.418.900,
00 

1 
74.418.900,

00 
    

8.01.01.2.06.0005 - 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

      
       

12.381.500,
00  

  
20.498.000,

00 
  

20.498.000,
00 

  
20.498.000,

00 
  

20.498.000,
00 

  
20.498.000,

00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tersedianya Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan (Paket) 

1 1 
       

12.381.500,
00  

1 
20.498.000,

00 
1 

20.498.000,
00 

1 
20.498.000,

00 
1 

20.498.000,
00 

1 
20.498.000,

00 
    

8.01.01.2.06.0006 - 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

      
             

750.000,00  
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersedianya Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 
(Dokumen) 

12 0 
             

750.000,00  
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.06.0008 - 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

      
       

38.750.000,
00  

  
60.750.000,

00 
  

146.749.99
8,00 

  
146.749.99

8,00 
  

30.750.000,
00 

  
30.750.000,

00 
    

Terlaksananya 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu (Laporan) 

1 1 
       

38.750.000,
00  

1 
60.750.000,

00 
1 

146.749.99
8,00 

1 
146.749.99

8,00 
1 

30.750.000,
00 

1 
30.750.000,

00 
    

8.01.01.2.06.0009 - 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

      
     

467.058.00
0,00  

  
399.586.00

0,00 
  

399.586.00
0,00 

  
399.586.00

0,00 
  

432.586.00
0,00 

  
432.586.00

0,00 
    

Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD (Laporan) 

1 1 
     

467.058.00
0,00  

1 
399.586.00

0,00 
1 

399.586.00
0,00 

1 
399.586.00

0,00 
1 

432.586.00
0,00 

1 
432.586.00

0,00 
    

                 8.01.01.2.06.0010 - 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD (Dokumen) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8.01.01.2.06.0011 - 
Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 
(Dokumen) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.07 - 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Jumlah laporan 
pengadaan barang 
milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah  daerah 

1  1  
     

538.522.20
0,00  

 1 
538.522.20

0,00 
1  

292.337.29
7,00 

1  
292.337.29

7,00 
1  

538.522.20
0,00 

 1 
538.522.20

0,00 
    

Tersediannya  
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 
(Unit) 

1 0 
     

538.522.20
0,00  

0 
538.522.20

0,00 
0 

292.337.29
7,00 

0 
292.337.29

7,00 
0 

538.522.20
0,00 

0 
538.522.20

0,00 
    

  
Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 
(Unit) 

1 0    0   0   0   0   0       

  
Jumlah Unit Aset 
Tak Berwujud yang 
Disediakan (Unit) 

1 0    0   0   0   0   0       

  
Jumlah Unit Aset 
Tetap Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

1 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Unit 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

1 5    5   5   5   5   5       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 
(Unit) 

1 0    0   0   0   0   0       

8.01.01.2.07.0005 - 
Pengadaan Mebel 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 
(Unit) 1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.07.0006 - 
Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

      
 

538.522.20
0,00  

  
538.522.20

0,00 
  

292.337.29
7,00 

  
292.337.29

7,00 
  

538.522.20
0,00 

  
538.522.20

0,00 
    

Tersedianya 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

1 5 
 

538.522.20
0,00  

5 
538.522.20

0,00 
5 

292.337.29
7,00 

5 
292.337.29

7,00 
5 

538.522.20
0,00 

5 
538.522.20

0,00 
    

8.01.01.2.07.0007 - 
Pengadaan Aset 
Tetap Lainnya        0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersedianya Aset 
Tetap Lainnya 

Jumlah Unit Aset 
Tetap Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.07.0008 - 
Pengadaan Aset 
Tak Berwujud 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersedianya Aset 
Tak Berwujud 

Jumlah Unit Aset 
Tak Berwujud yang 
Disediakan (Unit) 1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.07.0010 - 
Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

     0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tersedianya Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 
(Unit) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.07.0011 - 
Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

                 
Tersedianya Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 
(Unit) 

1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
penunjang urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

1  1  
     

594.151.10
0,00  

1  
727.433.10

0,00 
 1 

684.433.10
1,00 

1  
684.433.10

1,00 
1  

727.433.10
0,00 

1  
727.433.10

0,00 
    

Tersediannya   
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 
(Laporan) 

1 12 
     

594.151.10
0,00  

12 
727.433.10

0,00 
12 

684.433.10
1,00 

12 
684.433.10

1,00 
12 

727.433.10
0,00 

12 
727.433.10

0,00 
    

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 
(Laporan) 

1 1    1   1   1   1   1       

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

1 12    12   12   12   12   12       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 
(Laporan) 

1 0    0   0   0   0   0       

8.01.01.2.08.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 
(Laporan) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      
 

110.450.00
0,00  

  
110.450.00

0,00 
  

110.450.00
0,00 

  
110.450.00

0,00 
  

110.450.00
0,00 

  
110.450.00

0,00 
    

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

1 12 
 

110.450.00
0,00  

12 
110.450.00

0,00 
12 

110.450.00
0,00 

12 
110.450.00

0,00 
12 

110.450.00
0,00 

12 
110.450.00

0,00 
    

8.01.01.2.08.0003 - 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

      
          

9.225.100,0
0  

  
8.996.600,0

0 
  

8.996.600,0
0 

  
8.996.600,0

0 
  

8.996.600,0
0 

  
8.996.600,0

0 
    

Tersedianya Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 
(Laporan) 

1 1 
          

9.225.100,0
0  

1 
8.996.600,0

0 
1 

8.996.600,0
0 

1 
8.996.600,0

0 
1 

8.996.600,0
0 

1 
8.996.600,0

0 
    

8.01.01.2.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

      
     

474.476.00
0,00  

  
607.986.50

0,00 
  

564.986.50
1,00 

  
564.986.50

1,00 
  

607.986.50
0,00 

  
607.986.50

0,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 
(Laporan) 

1 12 
     

474.476.00
0,00  

12 
607.986.50

0,00 
12 

564.986.50
1,00 

12 
564.986.50

1,00 
12 

607.986.50
0,00 

12 
607.986.50

0,00 
    

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah laporan 
Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

1  1  
     

306.851.20
0,00  

 1 
306.505.20

0,00 
 1 

306.505.20
0,00 

1  
286.505.20

0,00 
1  

293.505.20
0,00 

1  
293.505.20

0,00 
    

Tersediannya 
Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Aset Tak 
Berwujud yang 
Dipelihara  (Unit) 

1 0 
     

306.851.20
0,00  

0 
306.505.20

0,00 
0 

306.505.20
0,00 

0 
286.505.20

0,00 
0 

293.505.20
0,00 

0 
293.505.20

0,00 
    

  
Jumlah Aset Tetap 
Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

1 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilit
asi (Unit) 

1 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 
(Unit) 

12 12    12   12   12   12   12       

  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

1 1    1   1   1   1   1       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  
Jumlah Mebel yang 
Dipelihara  (Unit) 

2 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara  
(Unit) 

50 60   60   60   30   40   40       

  

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilit
asi (Unit) 

1 0   0   0   0   0   0       

  

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilit
asi (Unit) 

1 0   0   0   0   0   0       

8.01.01.2.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

      
       

80.410.800,
00  

  
80.064.800,

00 
  

80.064.800,
00 

  
80.064.800,

00 
  

80.064.800,
00 

  
80.064.800,

00 
    

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

1 1 
       

80.410.800,
00  

1 
80.064.800,

00 
1 

80.064.800,
00 

1 
80.064.800,

00 
1 

80.064.800,
00 

1 
80.064.800,

00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8.01.01.2.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

      
 

183.440.40
0,00  

  
183.440.40

0,00 
  

183.440.40
0,00 

  
183.440.40

0,00 
  

183.440.40
0,00 

  
183.440.40

0,00 
    

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 
(Unit) 

12 12 
 

183.440.40
0,00  

12 
183.440.40

0,00 
12 

183.440.40
0,00 

12 
183.440.40

0,00 
12 

183.440.40
0,00 

12 
183.440.40

0,00 
    

8.01.01.2.09.0005 - 
Pemeliharaan Mebel 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara  (Unit) 

2 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

      
 

43.000.000,
00  

  
43.000.000,

00 
  

43.000.000,
00 

  
23.000.000,

00 
  

30.000.000,
00 

  
30.000.000,

00 
    

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara  
(Unit) 

50 60 
 

43.000.000,
00  

60 
43.000.000,

00 
60 

43.000.000,
00 

30 
23.000.000,

00 
40 

30.000.000,
00 

40 
30.000.000,

00 
    

8.01.01.2.09.0007 - 
Pemeliharaan Aset 
Tetap Lainnya 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Pemeliharaan Aset 
Tetap Lainnya 

Jumlah Aset Tetap 
Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.09.0008 - 
Pemeliharaan Aset 
Tak Berwujud 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya 
Pemeliharaan Aset 
Tak Berwujud 

Jumlah Aset Tak 
Berwujud yang 
Dipelihara  (Unit) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.09.0009 - 
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilit
asi (Unit) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.09.0010 - 
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilit
asi (Unit) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

                 8.01.01.2.09.0011 - 
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilit
asi (Unit) 

1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.02 - 
PROGRAM 
PENGUATAN 
IDEOLOGI 
PANCASILA DAN 
KARAKTER 
KEBANGSAAN 

  100   100 
  

7.864.640.9
00,00  

100  
3.679.054.8

00,00 
100  

7.679.054.8
00,00 

100  
5.679.054.8

00,00 
100  

5.064.066.2
28,68 

 100 
4.968.548.1

19,00 
    

Meningkatnya 
pengamalan nilai-
nilai Pancasila dan 
Karakter 
kebangsaan di 
lingkungan 
masyarakat, satuan 
Pendidikan, dan 
Lembaga 
pemerintahan 

Terlaksananya 
penguatan ideologi 
pancasila dan 
karakter 
kebangsaan (%) 

90 92 
  

7.864.640.9
00,00  

92 
3.679.054.8

00,00 
93 

7.679.054.8
00,00 

94 
5.679.054.8

00,00 
95 

5.064.066.2
28,68 

96 
4.968.548.1

19,00 

8.01.0.00.0.00
.01.0000 - 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

  

8.01.02.2.01 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila 
dan Karakter 
Kebangsaan 

 Persentase 
pelaksanaan 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Idiologi Pancasila 
dan Karakter 
Kebangsaan 

100   100 
  

7.864.640.9
00,00  

 100 
3.679.054.8

00,00 
100  

7.679.054.8
00,00 

100  
5.679.054.8

00,00 
100  

5.064.066.2
28,68 

 100 
4.968.548.1

19,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Meningkatnya 
pelaksanaan 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Idiologi Pancasila 
dan Karakter 
Kebangsaan 

Jumlah Keluarga 
yang Mengikuti 
Pembentukan dan 
Penumbuhan 
Karakter Keluarga 
Melalui Peningkatan 
Kesadaran 
Masyarakat Akan 
Pentingnya 
Penghayatan dan 
Pengamalan 
Pancasila dalam 
Semua Aspek 
Kehidupan 
Bermasyarakat, 
Berbangsa, dan 
Bernegara 
(Keluarga) 

150 0 
  

7.864.640.9
00,00  

0 
3.679.054.8

00,00 
0 

7.679.054.8
00,00 

0 
5.679.054.8

00,00 
0 

5.064.066.2
28,68 

0 
4.968.548.1

19,00 
    

  

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan yang 
Disusun (Dokumen) 

6 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan yang 
Disusun (Dokumen) 

1 2    2   2   2   2   2       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 
(Laporan) 

  0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 
(Orang) 

250 0    0   0   0   0   0       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 
(Orang) 

250 0    0   0   0   0   0       

  
Jumlah Paskibraka 
(Orang) 

75 75    75   75   75   75   75       

  

Laporan Hasil 
Pembinaan Lanjutan 
kepada 
Purnapaskibraka 
Duta Pancasila 
(Dokumen) 

1 0    0   0   0   0   0       

  

Laporan Hasil 
Pembinaan Aktivitas 
Kepaskibrakaan dan 
Laporan Hasil 
Pembinaan 
Purnapaskibraka 
(Dokumen) 

1 0    0   0   0   0   0       

  

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Tugas 
Purnapaskibraka 
Duta Pancasila 
(Dokumen) 

1 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah 
Purnapaskibraka 
Duta Pancasila 
(Orang) 

5 0    0   0   0   0   0       

8.01.02.2.01.0001 - 
Penyusunan 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

Tersusunnya 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan yang 
Disusun (Dokumen) 

6 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.02.2.01.0002 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

      
  

7.864.640.9
00,00  

  
2.492.680.0

00,00 
  

6.492.680.0
00,00 

  
4.492.680.0

00,00 
  

3.877.691.4
28,68 

  
3.782.173.3

19,00 
    

Tersusunnya 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan yang 
Disusun (Dokumen) 

1 2 
  

7.864.640.9
00,00  

2 
2.492.680.0

00,00 
2 

6.492.680.0
00,00 

2 
4.492.680.0

00,00 
2 

3.877.691.4
28,68 

2 
3.782.173.3

19,00 
    

8.01.02.2.01.0003 - 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     



79 
 

BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya 
Kebijakan di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 
(Orang) 

250 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.02.2.01.0004 - 
Pelaksanaan 
Koordinasi di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Koordinasi di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 
(Orang) 

250 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.02.2.01.0005 - 
Pelaksanaan 
Monitoring Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya 
Monitoring Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah 
Kebangsaan 
(Laporan) 

  0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.02.2.01.0006 - 
Pembentukan dan 
Penumbuhan 
Karakter Keluarga 
Melalui Peningkatan 
Kesadaran 
Masyarakat akan 
Pentingnya 
Penghayatan dan 
Pengamalan 
Pancasila dalam 
Semua Aspek 
Kehidupan 
Bermasyarakat, 
Berbangsa, dan 
Bernegara 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Pembentukan dan 
Penumbuhan 
Karakter Keluarga 
Melalui Peningkatan 
Kesadaran 
Masyarakat akan 
Pentingnya 
Penghayatan dan 
Pengamalan 
Pancasila dalam 
Semua Aspek 
Kehidupan 
Bermasyarakat, 
Berbangsa, dan 
Bernegara 

Jumlah Keluarga 
yang Mengikuti 
Pembentukan dan 
Penumbuhan 
Karakter Keluarga 
Melalui Peningkatan 
Kesadaran 
Masyarakat Akan 
Pentingnya 
Penghayatan dan 
Pengamalan 
Pancasila dalam 
Semua Aspek 
Kehidupan 
Bermasyarakat, 
Berbangsa, dan 
Bernegara 
(Keluarga) 

150 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.02.2.01.0007 - 
Pembinaan 
terhadap aktivitas 
kepaskibrakaan dan  
Purnapaskibraka 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya 
pembinaan aktivitas 
kepaskibrakaan dan 
purnapaskibraka 

Laporan Hasil 
Pembinaan Aktivitas 
Kepaskibrakaan dan 
Laporan Hasil 
Pembinaan 
Purnapaskibraka 
(Dokumen) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.02.2.01.0008 - 
Pembentukan 
Paskibraka 

       0    
1.186.374.8

00,00 
  

1.186.374.8
00,00 

  
1.186.374.8

00,00 
  

1.186.374.8
00,00 

  
1.186.374.8

00,00 
    

Terbentuknya 
pasukan pengibar 
bendera pusaka 

Jumlah Paskibraka 
(Orang) 

75 75  0  75 
1.186.374.8

00,00 
75 

1.186.374.8
00,00 

75 
1.186.374.8

00,00 
75 

1.186.374.8
00,00 

75 
1.186.374.8

00,00 
    

8.01.02.2.01.0009 - 
Pembinaan Lanjutan 
kepada 
Purnapaskibraka 
Duta  Pancasila 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Pembinaan Lanjutan 
kepada 
Purnapaskibraka 
Duta Pancasila 

Laporan Hasil 
Pembinaan Lanjutan 
kepada 
Purnapaskibraka 
Duta Pancasila 
(Dokumen) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.02.2.01.0010 - 
Pelaksanaan tugas 
Purnapaskibraka 
Duta Pancasila 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
penugasan 
Purnapaskibraka 
Duta Pancasila 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Tugas 
Purnapaskibraka 
Duta Pancasila 
(Dokumen) 

1 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.02.2.01.0011 - 
Pengangkatan 
Purnapaskibraka 
Duta Pancasila 

       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terbentuknya 
purnapaskibraka 
duta pancasila 

Jumlah 
Purnapaskibraka 
Duta Pancasila 
(Orang) 

5 0  0,00  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.03 - 
PROGRAM 
PENINGKATAN 
PERAN PARTAI 
POLITIK DAN 
LEMBAGA 
PENDIDIKAN 
MELALUI 
PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN 
ETIKA SERTA 

   100  100 
  

6.911.290.9
00,00  

 100 
6.829.027.2

00,00 
 100 

6.829.027.2
00,00 

100  
6.829.027.2

00,00 
100  

6.911.290.9
00,00 

 100 
6.829.027.2

00,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

BUDAYA POLITIK 

Meningkatnya 
persentase kader 
partai politik yang 
mengikuti 
pendidikan politik 
secara 
berkelanjutan 

Persentase 
Pendidikan Politik 
pada Kader Partai 
Politik (%) 

85 89 
  

6.911.290.9
00,00  

89 
6.829.027.2

00,00 
91 

6.829.027.2
00,00 

93 
6.829.027.2

00,00 
95 

6.911.290.9
00,00 

97 
6.829.027.2

00,00 

8.01.0.00.0.00
.01.0000 - 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

  

8.01.03.2.01 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik 

 Persentase 
Pelaksanaan 
Perumusan 
Kebijakan teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
kelembagan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan situasi 
Politik 

 100  100 
  

6.911.290.9
00,00  

 100 
6.829.027.2

00,00 
 100 

6.829.027.2
00,00 

100  
6.829.027.2

00,00 
100  

6.911.290.9
00,00 

100  
6.829.027.2

00,00 
    

Meningkatnya  
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

1 0 
  

6.911.290.9
00,00  

0 
6.829.027.2

00,00 
0 

6.829.027.2
00,00 

0 
6.829.027.2

00,00 
0 

6.911.290.9
00,00 

0 
6.829.027.2

00,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik 

yang Disusun 
(Dokumen) 

  

Jumlah Kebijakan di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
yang Disusun 
(Dokumen) 

11 11    11   11   11   11   11       

  

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
(Orang) 

150 0    0   0   0   0   0       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
(Orang) 

150 0   0   0   0   0   0       

  

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
(Laporan) 

11 0   0   0   0   0   0       

  

Jumlah Laporan 
Kegiatan 
Pelaksanaan Tugas 
Paskibraka 
(Kegiatan) 

1 0   0   0   0   0   0       

8.01.03.2.01.0001 - 
Penyusunan 
Program Kerja di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

Tersusunnya 
Program Kerja di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
yang Disusun 
(Dokumen) 

1 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.03.2.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

      
  

6.911.290.9
00,00  

  
6.829.027.2

00,00 
  

6.829.027.2
00,00 

  
6.829.027.2

00,00 
  

6.911.290.9
00,00 

  
6.829.027.2

00,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tersusunnya 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

Jumlah Kebijakan di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
yang Disusun 
(Dokumen) 

11 11 
  

6.911.290.9
00,00  

11 
6.829.027.2

00,00 
11 

6.829.027.2
00,00 

11 
6.829.027.2

00,00 
11 

6.911.290.9
00,00 

11 
6.829.027.2

00,00 
    

8.01.03.2.01.0003 - 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
(Orang) 

150 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     



87 
 

BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8.01.03.2.01.0004 - 
Pelaksanaan 
Koordinasi di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Koordinasi di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
(Orang) 

150 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.03.2.01.0005 - 
Pelaksanaan 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
(Laporan) 

11 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.03.2.01.0006 - 
Pelaksanaan tugas 
Paskibraka 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
penugasan 
paskibraka 

Jumlah Laporan 
Kegiatan 
Pelaksanaan Tugas 
Paskibraka 
(Kegiatan) 

1 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.04 - 
PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
DAN 
PENGAWASAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATA
N 

    
     

227.000.00
0,00  

  
651.017.70

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
651.017.70

0,00 
  

400.000.00
0,00 

  
651.017.70

0,00 
    

Meningkatnya 
persentase 
organisasi 
kemasyarakatan 
yang aktif dalam 
melaksanakan 
program kerja dan 
berkontribusi pada 
pembangunan 
masyarakat 

Persentase 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
yang Aktif (%) 

90 92 
     

227.000.00
0,00  

92 
651.017.70

0,00 
93 

100.000.00
0,00 

94 
651.017.70

0,00 
95 

400.000.00
0,00 

96 
651.017.70

0,00 

8.01.0.00.0.00
.01.0000 - 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

  

8.01.04.2.01 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

 Persentase 
Pelaksanaan 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan 
Organisasi 

 100 100  
     

227.000.00
0,00  

  
651.017.70

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
651.017.70

0,00 
  

400.000.00
0,00 

  
651.017.70

0,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Kemasyarakatan 

Meningkatnya 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah (Orang) 

50 100 
     

227.000.00
0,00  

100 
651.017.70

0,00 
100 

100.000.00
0,00 

100 
651.017.70

0,00 
100 

400.000.00
0,00 

100 
651.017.70

0,00 
    

  

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah (Orang) 

50 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah (Laporan) 

1 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Kebijakan di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 0    0   0   0   0   0       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 0    0   0   0   0   0       

8.01.04.2.01.0001 - 
Penyusunan 
Program Kerja di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersusunnya 
Program Kerja di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.04.2.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan 
Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tersusunnya 
Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah 

Jumlah Kebijakan di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.04.2.01.0003 - 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah 

      
     

227.000.00
0,00  

  
651.017.70

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
651.017.70

0,00 
  

400.000.00
0,00 

  
651.017.70

0,00 
    

Terlaksananya 
Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah (Orang) 

50 100 
     

227.000.00
0,00  

100 
651.017.70

0,00 
100 

100.000.00
0,00 

100 
651.017.70

0,00 
100 

400.000.00
0,00 

100 
651.017.70

0,00 
    

8.01.04.2.01.0004 - 
Pelaksanaan 
Koordinasi di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Koordinasi di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 

50 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Daerah dan Ormas Asing di 
Daerah (Orang) 

8.01.04.2.01.0005 - 
Pelaksanaan 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan Ormas 
dan Ormas Asing di 
Daerah (Laporan) 

1 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.05 - 
PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
KETAHANAN 
EKONOMI, SOSIAL, 
DAN BUDAYA 

 Persentase 
Pelaksanaan 
Perumusan 
Kebijakan teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 

    
  

2.277.499.8
00,00  

  
5.427.503.2

00,00 
  

3.142.698.2
56,85 

  
4.731.897.2

88,08 
  

5.427.503.2
00,00 

  
5.427.503.2

00,00 
    

Meningkatnya 
persentase 
kebijakan di bidang 
ketahanan ekonomi, 
sosial, budaya, serta 
fasilitasi 
pencegahan 
penyalahgunaan 
narkotika, kerukunan 
umat beragama, dan 
penghayat 
kepercayaan di 
daerah yang 

Persentase 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 

85 89 
  

2.277.499.8
00,00  

89 
5.427.503.2

00,00 
91 

3.142.698.2
56,85 

93 
4.731.897.2

88,08 
95 

5.427.503.2
00,00 

97 
5.427.503.2

00,00 

8.01.0.00.0.00
.01.0000 - 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

dilaksanakan Daerah yang 
Dilaksanakan (%) 

8.01.05.2.01 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 

Persentase 
Pelaksanaan 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 

  100  
  

2.277.499.8
00,00  

100  
5.427.503.2

00,00 
100  

3.142.698.2
56,85 

100  
4.731.897.2

88,08 
 100 

5.427.503.2
00,00 

100  
5.427.503.2

00,00 
    

Meningkatnya  
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 4 
  

2.277.499.8
00,00  

4 
5.427.503.2

00,00 
4 

3.142.698.2
56,85 

4 
4.731.897.2

88,08 
4 

5.427.503.2
00,00 

4 
5.427.503.2

00,00 
    

  

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah (Orang) 

250 0    0   0   0   0   0       



94 
 

BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah (Orang) 

250 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah (Laporan) 

12 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 0    0   0   0   0   0       

8.01.05.2.01.0001 - 
Penyusunan 
Program Kerja di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 

      
  

2.277.499.8
00,00  

  
5.427.503.2

00,00 
  

3.142.698.2
56,85 

  
4.731.897.2

88,08 
  

5.427.503.2
00,00 

  
5.427.503.2

00,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

Tersusunnya 
Program Kerja di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 4 
  

2.277.499.8
00,00  

4 
5.427.503.2

00,00 
4 

3.142.698.2
56,85 

4 
4.731.897.2

88,08 
4 

5.427.503.2
00,00 

4 
5.427.503.2

00,00 
    

8.01.05.2.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersusunnya 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

Jumlah Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8.01.05.2.01.0003 - 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah (Orang) 

250 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.05.2.01.0004 - 
Pelaksanaan 
Koordinasi di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya 
Koordinasi di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah (Orang) 

250 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.05.2.01.0005 - 
Pelaksanaan 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Terlaksananya 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah (Laporan) 

12 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.06 - 
PROGRAM 
PENINGKATAN 
KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN 
PENINGKATAN 
KUALITAS DAN 

      
  

7.864.963.4
00,00  

  
8.560.419.6

00,00 
  

8.060.466.2
54,00 

  
8.060.466.2

54,00 
  

8.060.466.2
54,00 

  
8.060.466.2

54,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

FASILITASI 
PENANGANAN 
KONFLIK SOSIAL 

Meningkatnya 
persentase 
penyelesaian konflik 
sosial secara damai 
dan berkeadilan. 

jumlah aduan 
potensi konflik sosial 
(Angka) 

17 15 
  

7.864.963.4
00,00  

15 
8.560.419.6

00,00 
14 

8.060.466.2
54,00 

13 
8.060.466.2

54,00 
12 

8.060.466.2
54,00 

11 
8.060.466.2

54,00 

8.01.0.00.0.00
.01.0000 - 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

  

8.01.06.2.01 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
Penanganan Konflik 
Sosial 

Persentase 
Pelaksanaa 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
Penanganan konflik 
sosial 

 100  100 
  

7.864.963.4
00,00  

 100 
8.560.419.6

00,00 
 100 

8.060.466.2
54,00 

100  
8.060.466.2

54,00 
100  

8.060.466.2
54,00 

 100 
8.060.466.2

54,00 
    

Meningkatnya  
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
Penanganan Konflik 
Sosial 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah (Orang) 

300 1.500 
  

7.864.963.4
00,00  

1.500 
8.560.419.6

00,00 
1.500 

8.060.466.2
54,00 

1.500 
8.060.466.2

54,00 
1.500 

8.060.466.2
54,00 

1.500 
8.060.466.2

54,00 
    

  

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 

12 12    12   12   12   12   12       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah (Laporan) 

  

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah (Orang) 

150 0    0   0   0   0   0       

  

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelaksanaan 
Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota 
(Dokumen) 

1 1    1   1   1   1   1       
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Kebijakan di 
Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 0   0   0   0   0   0       

8.01.06.2.01.0001 - 
Penyusunan 
Program Kerja di 
Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersusunnya 
Program Kerja di 
Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8.01.06.2.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan 
Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Tersusunnya 
Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

Jumlah Kebijakan di 
Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah yang 
Disusun (Dokumen) 

1 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.06.2.01.0003 - 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

       0    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya 
Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah (Orang) 

150 0  0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.06.2.01.0004 - 
Pelaksanaan 
Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

      
  

7.520.005.4
00,00  

  
1.803.633.0

00,00 
  

1.803.633.0
00,00 

  
1.803.633.0

00,00 
  

1.803.633.0
00,00 

  
1.803.633.0

00,00 
    

Terlaksananya 
Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah (Orang) 

300 1.500 
  

7.520.005.4
00,00  

1.500 
1.803.633.0

00,00 
1.500 

1.803.633.0
00,00 

1.500 
1.803.633.0

00,00 
1.500 

1.803.633.0
00,00 

1.500 
1.803.633.0

00,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU
N 2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGK
AT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8.01.06.2.01.0005 - 
Pelaksanaan 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

      
     

344.958.00
0,00  

  
818.522.20

0,00 
  

318.568.85
4,00 

  
318.568.85

4,00 
  

318.568.85
4,00 

  
318.568.85

4,00 
    

Terlaksananya 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah (Laporan) 

12 12 
     

344.958.00
0,00  

12 
818.522.20

0,00 
12 

318.568.85
4,00 

12 
318.568.85

4,00 
12 

318.568.85
4,00 

12 
318.568.85

4,00 
    

8.01.06.2.01.0006 - 
Pelaksanaan Forum 
Koordinasi Pimpinan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

       0    
5.938.264.4

00,00 
  

5.938.264.4
00,00 

  
5.938.264.4

00,00 
  

5.938.264.4
00,00 

  
5.938.264.4

00,00 
    

Terlaksananya 
Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelaksanaan 
Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota 
(Dokumen) 

1 1  0  1 
5.938.264.4

00,00 
1 

5.938.264.4
00,00 

1 
5.938.264.4

00,00 
1 

5.938.264.4
00,00 

1 
5.938.264.4

00,00 
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Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB.KEGIATAN 

1. PROGRAM PENGUATAN 

IDEOLOGI PANCASILA DAN 

KARAKTER KEBANGSAAN 

persentase peningkatan penguatan ideologi 

pancasila dan karakter kebangsaan 

 

   1.Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila 

dan Karakter Kebangsaan 

1.2 Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 

2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN 

PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 

PENDIDIKAN MELALUI 

PENDIDIKAN POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA 

BUDAYA POLITIK 

Persentase peningkatan Pendidikan Politik  

(%) 

 

   2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, 

Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, 

serta Pemantauan Situasi Politik 

2.1 Sub. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan 

Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 
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3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENGAWASAN ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang 

Aktif (%) 

 

   3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

3.1 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 

dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 

dan Ormas Asing di Daerah 

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN KETAHANAN 

EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 

Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah yang 

Dilaksanakan (%) 

 

   4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya 

4.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 

Daerah 

 

5. PROGRAM PENINGKATAN 

KEWASPADAAN NASIONAL DAN 

PENINGKATAN KUALITAS 

DAN FASILITASI PENANGANAN 

KONFLIK SOSIAL 

Persentase potensi konflik sosial yang 

diselesaikan 

5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial 
5.1 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan 

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan  antar Negara, Fasilitasi 
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Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

5.2 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antar 

Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 

serta Penanganan Konflik di Daerah 

 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan. lndikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk 

menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Sebagai penanggungjawab Urusan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang merupakan urusan 

pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  Kabupaten Jember menjadi lebih 

strategis. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Badan Kesatuan 

Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kineija 

Utama (IKU), sedangkan Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).  

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan 

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol 

NO INDIKATOR 
satuan BASELINE  

2024 

 TARGET TAHUN KETERANGAN 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

1. 
Indeks Kesalehan 
Sosial 

Indeks 
75,6 75,80 76,30 76,80 77,30 77,80 78,30 

 

2 
Indeks Kerukunan 
Umat Beragama 

Indeks 
70,50 60,62 70,75 71,25 71,50 72,00 72,25 

 



107 
 

3 
Persentase 
Penurunan Konflik 
Sosial 

 % 
94,12 93,75  93,33 92,86 92,31 91,67 90,91 

  

 

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 20230 melalui Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupatern Jember pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6  Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

 

NO INDIKATOR 
satuan BASELINE  

2024 

 TARGET TAHUN KETERANGAN 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

1. 

Nilai SAKIP 

Perangkat 
Daerah 

Nilai 

66,79 81 81,3 81,5 81,6 81,8 82 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku 

selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra  Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang 

memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.  

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ini diharapkan 

bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam 

pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan 

tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 

2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

Dengan dirumuskannya  Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa 

Dan Politik Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan 

yang  dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis 

di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sehingga mampu mengakomodir 

kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat,  Perangkat Daerah yang lain, dan 

juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten 

Jember. 

Jember,  23 September  2025 

                                                       Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa danPolitik 

Kabupaten Jember 

 

 

 

 

LINGGA DIPUTRA, S.Sos 
Pembina  

NIP. 19751202 199901 10 
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